Studi Analisi Terhadap Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pendekatan al-Siyasah al-Syariah by Ismail, Ismail
 
 
 
 
STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 53 AYAT (2) UU NOMOR 
9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
DALAM PENDEKATAN AL-SIYĀSAH AL-SYARIĀH 
 
 
 
Skripsi 
 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
pada Fakultas Syariah dan Hukum 
 UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
Oleh 
ISMAIL 
NIM. 10300113194 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2017
 
 
i 
 
STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 53 AYAT (2) UU NOMOR 
9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
DALAM PENDEKATAN AL-SIYĀSAH AL-SYARIĀH 
 
 
 
Skripsi 
 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
pada Fakultas Syariah dan Hukum 
 UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
Oleh 
ISMAIL 
NIM. 10300113194 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2017 
 
 
ii 
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Ismail 
NIM : 10300113194 
Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan/02 Juni 1995 
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum 
Alamat : Jl. Hertasning Baru, Perumahan Anging Mamiri Blok F3 No.  
   12A 
Judul : Studi  Analisis  terhadap  Pasal  53  ayat  (2)  UU  Nomor  9  
   Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam  
   Pendekatan al-Siyāsah al-Syariāh 
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 
benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 
skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
 
Samata, 02 Agustus 2017 
Penyusun 
 
 
 
 
 
ISMAIL 
NIM: 10300113194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
PENGESAHAN SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul, “Studi  Analisis  terhadap  Pasal  53  ayat  (2)  UU  
Nomor  9 Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam Pendekatan 
al-Siyāsah al-Syariāh”, yang disusun oleh Ismail, NIM: 10300113194, mahasiswa 
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 M, bertepatan dengan 10 Ẓū 
al-Qa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana 
dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan). 
 
Makassar, 02 Agustus 2017 M. 
10 Ẓū al-Qa’idah 1438 H. 
DEWAN PENGUJI: 
 
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)  (…………………………) 
Dra. Nila Sastrawati, M.Si. (Sekretaris)  (…………………………) 
Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. (Munaqisy I)  (…………………………) 
Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. (Munaqisy II)  (…………………………) 
Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag. (Pembimbing I)  (…………………………) 
Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II)  (…………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
KATA PENGANTAR 
 ِميِح هرلا ِنَمْح هرلا ِ هاللَّ ِمْسِب 
 
Al-Hamdu lillāhi rabbi al-‘alamaīn wa ṡalatu wa salamu ‘alā rasūlullāh, 
segala puji bagi Allāh swt. Tuhan Semesta Alam. Berkat izin-Nya maka skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan judul “Studi Analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Taata Usaha Negara dalam Pendekatan 
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Strata Satu (S1) program Studi Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan 
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Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh. Pada pembahasan tentang konsep alasan 
gugatan Tata Usaha Negara diuraikan tentang sistematika alasan gugatan Tata Usaha 
Negara yang layak. Sedangkan pada pembahasan tentang Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Taata Usaha Negara dalam pendekatan al-
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Untuk dapat memahami skripsi ini dengan mudah digunakan bahasa yang 
baku dan sederhana. Pada pembahasan tentang konsep alasan gugatan Tata Usaha 
Negara disertakan degan dasar hukum (peraturan perundang-undangan terkait) dan 
contoh kasus, sedangkan pada pembahasan tentang  Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ا ؘ  fatḥah a a 
ا ؚ  kasrah i i 
ا ؙ  ḍammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ٸ ؙ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
 َفْيَك: kaifa 
 َلْوَه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى ؘ ... | ا ؘ  ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
و ؙ  dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتام  : māta 
ىَمَر  : ramā 
 َلِْيق    : qīla 
  تْوَمي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَر  ؙاﻷ ِلاَفْط     : rauḍah al-aṭfāl 
َةلِضافْلا   ةَنْي ِدََملا  : al-madīnah al-fāḍilah 
            ةَمْكِحَلا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َ اّنبَر  : rabbanā 
 َ انْيّجَن : najjainā 
 ّقَحَلا : al-ḥaqq 
 َمُّعن   : nu“ima 
 ّو دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 ّىِلَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّىبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
  سْمَّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةلَزلّزَلا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسْلََفلا  : al-falsafah 
     َدلَبلا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َنْو  رْمأت : ta’murūna 
  عّْوَنلا    : al-nau‘ 
  ءْيَش    : syai’un 
 ِمأ  تْر  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِالل  نيِد dīnullāh  ِللِاب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِالل ِةَمحر ْيِف ْم ه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA : ISMAIL 
NIM : 10300113194 
JUDUL : STUDI  ANALISIS  TERHADAP  PASAL  53  AYAT (2) UU  
NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA   
USAHA NEGARA DALAM PENDEKATAN AL-SIYĀSAH 
AL-SYARIĀH 
 
Penelitian ini mengurai tentang studi analisis terhadap  Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-
siyāsah al-syariāh dengan pokok-pokok masalah penelitian ini yaitu; Untuk 
mengetahui konsep (materi muatan) dan putusan hakim yang kaitannya dengan alasan 
Gugatan  Tata Usaha Negara berdasarkan kandungan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; serta untuk mengetahui kandungan 
materi muatan dan putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh 
(telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh).  
Pada penelitian ini digunakan jenis penilitian normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan teologis normatif missionaries, serta motode pengumpulan 
data dengan studi kepustaan dan analisis data dengan induktif kualitatif. 
Hasil penilitian ini yaitu; Kandungan materi muatan Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam mengajukan 
gugatan Tata Usaha Negara harus berdasarkan alasan yang layak, dan terdapat tiga 
kondisi ketika hakim menetapkan putusan berdasarkan pasal tersebut yaitu, hakim 
sependapat atau tidak sependapat atau menyampingkan alasan gugatan; dan materi 
muatan Pasal 53 ayat (2) butir (a) dan butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh dan 
putusan hakim berdasarkan pasal tersebut dikatakan telah sesuai dengan nilai-nilai al-
siyāsah al-syariāh, apabila hakim menetapkan putusannya dengan adil dan tidak 
memihak.  
Melalui penelitian ini, diharapkan bagi setiap orang yang berkecimpung di 
dunia hukum, terkhusus bagi para peneliti hukum agar selalu menyumbangkan 
penelitian terbaru atau mengembangkan penelitian terdahulu atau membantah 
penelitian terdahulu. Karena hukum akan terus berubah seiring waktu dan tempat 
serta diharapkan  pula bagi para peneliti hukum bagi yang beragama Islam agar 
meneliti setiap peraturan perundang-undangan Indonesia telah sesuai atau belum 
sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk menjadikan peraturan perundang-undangan 
Indonesia mengandung nilai-nilai Islam, walaupun bukan negara yang bersistem 
hukum Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial. Karena mmanusia akan melakukan 
interaksi antar-sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika manusia atau 
individu berinteraksi antar-sesama, maka mereka akan mengidentifikasi diri mereka 
untuk membentuk kelompok tertentu. Kelompok tersebut terbentuk atas dasar 
kepentingan yang sama. 
Dalam waktu yang sama. Ketika antar-individu atau antar-kelompok atau 
antara individu dan kelompok berinteraksi, maka akan menghasilkan kerja sama 
dan/atau konflik. Kerjasama akan menghasilkan kesejahteraan dan keamanan, 
sedangkan konflik akan menghasilkan ketidaksejahteraan dan ketidakamanan. 
Kerjasama terbentuk karena antar-individu atau antar-kelompok atau antara individu 
dan kelompok yang berinteraksi memiliki kepentingan yang sama atau berbeda tetapi 
tidak bertentangan, sedangkan konflik terjadi karena antar-individu atau antar-
kelompok atau antara individu dan kelompok yang berinteraksi memiliki kepentingan 
yang bertentangan. 
Maka di sinilah pentingnya negara sebagai salah satu kelompok dalam tatanan 
masyarakat dan kelompok tertinggi dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga negara 
merupakan kelompok yang paling tepat menjadi penengah antar-individu atau antar-
kelompok atau antara individu dan kelompok yang sedang berkonflik dan 
mempertahankan kerjasama antar-individu atau antar-kelompok atau antara individu 
dan kelompok agar tetap berlangsung.  
2 
 
 
 
Dalam pendekatan hukum, negara dapat digolongkan berdasarkan hubungan 
antara pemerintah dan warga negara, yaitu negara policie (polizeistaat), negara 
hukum (rechtsstaat) dan negara kemakmuran (wohlfaartstaat).1 
Untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan kerja sama yang terjalin, 
maka dibutuhkan negara hukum. Karena dengan negara hukum maka setiap individu 
dan kelompok atau badan hukum (subyek hukum) akan bertindak berdasarkan 
hukum. Dengan demikian, hukum akan menjadi alat kontrol bagi setiap subyek 
hukum dalam bertindak. Sehingga, setiap tindakan subyek hukum dengan subyek 
hukum lain memiliki kepentingan yang tidak bertentangan walaupun berbeda. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum 
(rechtsstaat). Menurut Julius Stahl, negara hukum (rechtsstaat) memiliki ciri-ciri 
yaitu; (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara 
didasarkan pada teori trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan 
undang-undang (wetmatigbestuur); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang 
bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 
(onrechtmatige overheidsdaad).2 
Dengan demikian, dalam pemerintahan Indonesia terdapat Peradilan 
Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara 
merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman yang 
                                                          
1Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Edisi I (Cetakan VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 53-
54. 
2Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi V (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2007), h. 7. 
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dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945. 
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang dibentuk 
untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara  berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 10 UU 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa 
sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha 
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, karena dikeluarkannya Keputusan 
Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara maka dapat diajukan 
gugatan Tata Usaha Negara ke pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 
angka 11 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dalam pengajuan gugatan, gugatan harus memuat syarat formal dan materiil 
berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Adapun  syarat formal gugatan yaitu identitas penggugat (orang atau badan 
hukum perdata) dan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara). Sedangkan, 
dasar gugatan atau posita dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan 
atau petitum merupakan syarat materiil.  
Syarat formal dan syarat materiil gugatan sangat mempengaruhi diterima atau 
tidak diterimanya gugatan yang diajukan kepada pengadilan dan sangat 
mempengaruhi  putusan hakim. Sehingga, sangat perlu memperhatikan syarat formal 
dan materiil dalam pengajuan gugatan salah satunya posita terkhusus alasan gugatan. 
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Secara umum, posita harus memuat kejadian mengenai duduk perkara dan 
dasar hukum gugatan. Sedangkan secara khusus, posita harus menguraikan tentang 
kepentingan penggugat, tenggang waktu, obyek gugatan merupakan kompetensi 
pengadilan, kronologis sengketa dan alasan gugatan.3 
Alasan gugatan merupakan hal yang sangat penting dalam gugatan Tata Usaha 
Negara. Karena salah satu syarat suatu gugatan Tata Usaha Negara dapat diterima, 
diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan haruslah didasarkan pada alasan 
yang layak, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) butir (c) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan gugatan dianggap layak apabila memenuhi 
kriteria yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Sehingga diperlukan pembahasan mendalam tentang alasan gugatan Tata 
Usaha Negara oleh pakar hukum, mengingat pentingnya suatu alasan dalam suatu 
gugatan. Untungnya, telah cukup banyak buku hukum yang menjelaskan tentang 
alasan gugatan Tata Usaha Negara. Tetapi, beberapa buku-buku hukum yang 
membahas tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara sebelum berlakunya Pasal 53 
ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau dengan 
kata lain alasan gugatan Tata Usaha Negara yang dibahas dalam buku tersebut masih 
berpatokan pada Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
                                                          
3Bambang Soebiyantoro, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Materi Kuliah 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 62. 
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Usaha Negara tetap menjadi referensi tanpa mengetahui aturan yang baru mengenai 
alasan gugatan Tata Usaha Negara oleh masyarakat, terutama mahasiswa hukum. 
Beberapa buku tersebut, yaitu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Rozali 
Abdullah: 1996); Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Zairin Harahap: 
2001); Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (W. Riawan Tjandra: 1995); 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Rozali Abdullah: 2004); dan Usaha 
Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Indroharto: 
1993). Sehingga dapat dipahami bahwa pembaruan tentang pembahasan mengenai 
alasan gugatan Tata Usaha Negara masih kurang. 
Buku-buku tersebut sah-sah saja menjadi bahan referensi hukum, apalagi 
untuk memahami sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan. Akan tetapi, perlu 
penyeimbang dengan buku-buku atau karya tulis ilmiah lainnya, misalnya skripsi 
yang membahas alasan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Telah ada beberapa buku yang membahas alasan gugatan Tata Usaha Negara 
berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Tetapi, alasan gugatan Tata Usaha Negara yang dibahas dalam buku hukum 
tersebut masih sangat umum. Padahal, alasan gugatan Tata Usaha Negara sangatlah 
kompleks. Alasan gugatan Tata Usaha Negara tidak hanya berpatokan pada satu pasal 
tapi berpatokan pada beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
yang saling terkait. Walaupun ada beberapa buku hukum yang membahas alasan 
gugatan Tata Usaha Negara dengan cukup kompleks, namun masih perlu dibahas 
secara mendalam. 
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Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dikembangkan atau dilakukan 
pembahasan secara mendalam tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara melalui  
analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara.  Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara akan dianalisis atas sistematika hukumnya dengan pasal-pasal yang 
diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, perubahan pertama dengan UU Nomor 9 
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
Selain itu pula akan dikemukakan putusan-putusan hakim yang kaitannya 
dengan alasan gugatan Tata Usaha Negara, agar dapat diketahui bagaimana ketetapan 
hakim dalam menetapkan putusan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.   
Setelah diperoleh konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara dengan 
menganalisis kandungan materi muatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pembahasan tentang 
putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, maka dilakukan analisis terhadap materi muatan dan 
Putusan Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh. Al-siyāsah al-
syariāh merupakan ilmu tata negara (hukum administrasi) berdasarkan al-Qur’ān dan 
Sunnah (Islam). 
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Mengingat, Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menjadikan 
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga negara hukum 
Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan Pancasila. 
Pada sila pertama Pancasila disebutkan bahwa, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Pada sila pertama Pancasila tersebut bermakna bahwa Indonesia merupakan negara 
yang beragama. Indonesia menghargai setiap agama yang diakui di Indonesia dan 
menolak paham tidak beragama (ateis). 
Islam sebagai salah satu agama yang diakui dan dilindungi oleh hukum di 
Indonesia, menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam pembangunan dan 
penegakan hukum di Indonesia. Karena hukum akan dapat efektif apabila hukum 
tersebut berasal atau digali dari nilai-nilai luhur masyarakat (salah satunya nila-nilai 
yang ada dalam agama “Islam”). 
Studi analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh maksudnya 
yaitu  penelitian ini bertujuan untuk menguji materi muatan dan putusan hakim 
berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tentunya, umat Islam 
sebagai salah satu masyarakat hukum dalam sistem hukum di Indonesia berharap agar 
nilai-nilai luhur dalam agama Islam sesuai dengan hukum (peraturan perundang-
undangan) yang ada di Indonesia 
Adapun yang akan diteliti dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh yaitu 
alasan gugatan Tata Usaha Negara secara formal apakah telah sesuai atau belum 
sesuai dengan nilai-nilai Islam serta putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU 
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Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan alasan gugatan 
Tata Usaha Negara secara materiil. 
Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui konsep 
alasan gugatan Tata Usaha Negara dan putusan hakim yang kaitannya dengan alasan 
gugatan Tata Usaha Negara, serta materi mutan dan putusan hakim berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apakah 
telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga, penelitian ini akan 
mengurai tentang, “Studi Analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pendekatan al-Siyāsah al-
Syariāh.” 
B. Rumusan Masalah 
Penelitian ini dilakukan karena masih kurang mendalamnya pembahasan 
mengenai alasan gugatan Tata Usaha Negara yang dikemukakan dalam buku-buku 
atau karya tulis ilmiah lainnya dan agama Islam sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia berharap agar 
nilai-nilai Islam dapat tercermin dalam hukum  (perundang-undangan) di Indonesia. 
Sehingga adapun pokok masalah pada penelitian ini, yaitu, “Bagaimana analisis 
terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh ?” 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat dianalisis ke dalam 
beberapa sub masalah sebagaimana berikut, yaitu: 
1. Bagaimana kandungan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara? 
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2. Bagaimana analisis Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh? 
C. Pengertian Judul 
Penelitian ini berjudul yaitu, “Studi Analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pendekatan al-
Siyāsah al-Syariāh” Berikut diuraikan pengertian tiap-tiap variabel dalam penelitian 
ini, yaitu: 
Studi adalah penelitian ilmiah atau kajian.4 Penelitian ilmiah sering 
diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. 
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penalaan 
bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang 
tepat dan pemahaman arti keseluruhan.5 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara diatur tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara. Sehingga obyek  penelitian 
ini yaitu alasan gugatan Tata Usaha Negara. Alasan gugatan Tata Usaha Negara 
adalah suatu hal yang diungkapkan oleh orang atau badan hukum perdata sebagai 
penggugat untuk mengkokohkan suatu gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara 
yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat 
karena merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, 
termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 51 Tahun 
                                                          
4Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/studi (09 Juni 2017). 
5Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/analisis (26 Maret 2017). 
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2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.  Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berada di bawah 
kekuasaan kehakiman yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan 
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Jo. Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 
mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai 
pengertian tentang masalah penelitian. 6 
Al-siyāsah al-syariāh adalah siyāsah yang berdasarkan syariāh.7 Sehingga, 
al-siyāsah al-syariāh merupakan ilmu Tata Negara yang berdasarkan al-Qur’ān dan 
Sunnah serta  
Pada penelitian ini akan dilakukan studi analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) 
UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Neagara dalam pendekatan 
al-siyāsah al-syariāh, maksudnya yaitu pada penelitian ini diuraikan konsep alasan 
gugatan dan putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Neagara sebagai contoh kasus serta mengurai materi 
muatan pasal tersebut dan putusan hakim yang menjadikan pasal tersebut sebagai 
dasar pengujian dalam menetapkan putusan apakah telah sesuai atau belum sesuai 
dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh. 
 
                                                          
6Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kamuslengkap.id/kamus/kbbi/arti-
kata/pendekatan/ (28 Mei 2017). 
7Ibn Al-Qayyim Al-Jawaziyyah, al-Ṭhuruq al-Hukūmiyah fi al-siyasāh al-syari’ah (Kairo: al-
Muāsanah al-‘Arabiyah, 1961), h. 3. Dikutip dalam H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi 
Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi II (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45. 
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D. Kajian Pustaka 
Agar menjaga orisinalitas penelitian tentang studi analisis terhadap Pasal 53 
ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
pendekatan al-siyāsah al-syariāh, maka perlu dilakukan kajian kepustakaan. Berikut 
akan diuraikan buku-buku yang membahas atau mengkaji yang kaitannya dengan 
penelitian ini, yaitu studi analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh. 
Sebelum melakukan kajian kepustakaan terhadap buku-buku yang terkait 
dengan penelitian ini, ada baiknya perlu diketahui aturan sebelum berlakunya Pasal 
53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, diatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, 
yaitu, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan (butir a) dan/atau  Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (butir 
b) dan/atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan keputusan tersebut 
setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu 
seharusnya tidak sampai pada pengambilan tersebut (huruf c). 
Dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (1996) oleh 
Rozali Abdullah, dikemukakan bahwa yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha 
Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat 
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prosedural/formal, bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang bersifat materiil/substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Rozali Abdullah pun mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengeluarkan suatu keputusan 
berdasarkan wewenang yang ditujukan pada hal lain, bukan berdasarkan wewenang 
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya 
keputusan tersebut. Sedangkan Pasal 53 ayat (2) butir (c) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Rozali Abdullah, menjelaskan bahwa yang 
dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) butir (c) tersebut terdapat pada Pasal 3 UU Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Kemudian, pada tahun 2004, Rozali Abdullah mengeluarkan buku cetakan 
ke-sembilan yaitu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tidak ada 
pembaruan dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, 
padahal telah berlalu delapan tahun. Adapun dalam penelitian ini alasan gugatan akan 
diuraikan dengan cara yang berbeda dengan buku-buku lain dimana kebanyakan buku 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara yang sama dan hampir 
memiliki kemiripan  
Sedangkan dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2002) 
oleh W. Riawan Tjandra, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bertentangan dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial dan 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. 
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Sedangkan Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, beliau menjelaskan yang dimaksud pada pasal  tersebut yaitu 
penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa yang 
dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) butir (c) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara yaitu sebagai larangan berbuat sewenang-wenang. 
Hal yang diuraikan oleh  W. Riawan Tjandra dalam bukunya tersebut masih 
kurang mendalam karena penjelasan tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara tidak 
disertai oleh contoh, hanya sekadar menjelaskan secara singkat. Bagi pembaca yang 
memiliki bekal yang cukup tentunya akan mudah memahaminya. Jika pembaca 
merupakan pemula yang ingin mengenal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
akan cukup sulit memahami konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara yang 
sebenarnya jika tidak disertai contoh kasus, sedangkan dalam penelitian ini 
dikemukakan contoh kasus yang terkait dengan alasan gugatan Tata Usaha Negara. 
Adapun dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2001) 
oleh Zairin Harahap, pada Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan secara 
prosedural atau formal, bertentangan secara materiil atau substansial dan dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Beliau lebih 
lanjut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setelah menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu 
bertentangan dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Kemudian, Beliau menjelaskan bahwa pada Pasal 53 ayat (2) butir (c) UU 
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Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang 
larangan berbuat sewenang-wenang. 
Zairin Harahap pun dalam bukunya tersebut menjelaskan konsep alasan 
guagatn yang tanpa disertai dengan contoh. Selain itu, dalam menguraikan bukunya 
tersebut Zairin Harahap hanya bertempuh pada pendapat para pakar hukum 
terkhusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tanpa menyelingi pendapatnya 
di antara pendapat para pakar yang dikemukakannya tersebut. Sehingga karya tulis 
ilmiah atau buku yang demikian diragukan orisinalitasnya. Sedangkan pada penelitian 
ini tidak hanya sekadar pengutip suatu pendapat tetapi mengembangkan bahkan 
mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dikutip. 
Pada Tahun 2004, alasan gugatan Tata Usaha Negara tidak lagi berpatokan 
pada Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Tetapi telah digantikan oleh Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun kriteria alasan gugatan Tata Usaha 
Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut yaitu, Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut 
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2015) oleh 
Zairin Harahap, menguraikan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bertentangan dengan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial dan 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan  bertentangan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan kepastian hukum, tertib 
penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas berdasarkan 
penjelasan kandungan materi muatan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dalam buku edisi revisi cetakan IX ini, Zairin Harahap mengurai kembali 
Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 
menambahkan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara perubahan pertama Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara serta mencoba membandingkan kedua pasal tersebut. Hanya saja 
Zairin Harahap dalam membandingkan kedua pasal tersebut hanya sekedar 
menyebut materi muatannya masing-masing tanpa menjelaskan kandungan materi 
muatan kedua pasal tersebut. Sedangkan pada penelitian ini perbedaan antara kedua 
pasal tersebut diuraikan lebih mendalam tidak hanya sekadar mencantumkan kedua 
pasal tersebut atau setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedua 
pasal tersebut.  
Adapun dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2015) 
oleh R. Wiyono dikemukakan bahwa Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan gugatan, dapat pula digunakan oleh 
hakim sebagai dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek 
sengketa.  
 Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh R. Wiyono 
memiliki kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Zairin Harahap dalam bukunya 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu pada 
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buku yang dikemukan oleh R. Wiyono, dikemukakan bahwa AAUPB terdapat yang 
tertulis dan tidak tertulis, sedangkan dalam buku yang dikemukan oleh Zairin 
Harahap hanya berdasar pada AAUPB yang diatur dalam penjelasan Pasal 53 UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Sedangkan dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2015) 
oleh Yuslim, menjelaskan hal yang sama dengan Zairin Harahap dalam bukunya 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2015). Tetapi, Yuslim dalam buku 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengemukakan lebih 
gamblang tentang perbedaan antara Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Beliau mengemukakan bahwa pada Pasal 53 
ayat (2) butir (b) dan (c) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, yaitu penyalahgunaan wewenang dan berbuat sewenang-wenang disatukan 
menjadi Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, yaitu AAUPB. Karena penyalahgunaan kewenangan dan kesewenang-
wenangan merupakan onrechtsmatigeedaad. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa telah cukup banyak buku 
hukum yang telah membahas tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Tetapi melalui penelitian ini, akan dikembangkan dan akan dilakukan 
pembahasan lebih mendalam tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Selain itu, Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara dalam penelitian ini akan dianalisis telah sesuai atau belum sesuai 
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dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh, maka berikut akan diuraikan beberapa buku 
atau karya tulis ilmiah tentang al-siyāsah al-syariāh atau yang terkait, yaitu: 
Dalam buku Fiqh Siyāsah (2009) oleh H.A. Djazuli, dalam bukunya tersebut 
menguraikan macam-macam persoalan dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam fiqh 
siyāsah untuk menemukan tingkat kecocokan antara al-kulli (global atau universal) 
dan jus’i (Persial) serta menguraikan relevansi antara maqāsid syarī’ah dengan 
siyāsah dustūriyah, siyāsah dauliyah, dan siyāsah māliyah. 
Pada buku yang dikemukakan oleh H.A. Djazuli tersebut sangat sistematis 
dan mudah dipahami. Buku tersebut terdiri atas lima bab; pada bab pertama, penulis 
mencoba mengenalkan fiqh siyāsah secara umum; pada bab kedua, ketiga dan 
keempat masing-masing menguaraikan tentang siyāsah dustūriyah, siyāsah dauliyah, 
dan siyāsah māliyah secara singkat dan bahasa yang mudah dimengerti; dan bab lima 
atau terakhir menguraikan ḥifẓ al-‘ummah sebagai maqāsid syarī’ah, dimana penulis 
mencoba mengemukakan relevansi antara teori fiqh siyāsah dan fenomena 
kemasyarakatan atau negara atau al-‘ummah yang kaitannya dengan fiqh siyāsah. 
Adapun dalam buku Fikih Politik Islam (2005) oleh Farid Abdul Khaliq, 
dalam buku ini penulis mencoba menguraikan prinsip-prinsip konstitusional dalam 
Islam serta hak-hak rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk 
memenuhinya dan kewajiban rakyat atas hak pemerintah untuk ditaati. 
Pada buku tersebut, antara subtansi buku dengan judul buku kurang relevan. 
Karena buku tersebut berjudul Fikih Politik Islam, tentunya gambaran pembaca 
pertama kali ketika membaca judul tersebut bahwa buku tersebut akan mengurai 
secara umum tentang politik Islam. Faktanya buku tersebut hanya memfokuskan 
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pembahasan pada prinsip-prinsip konstitusional dalam Islam atau tidak membahas 
politik Islam secara umum. 
Sedangkan dalam buku Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam 
(2013) oleh Lomba Sultan, diuraikan secara umum tentang badan-badan peradilan 
yang terdapat dalam sistem hukum Islam. Secara khusus buku tersebut menguraikan 
tentang konsep peradilan dalam hukum Islam, sejarah peradilan Islam, macam-
macam peradilan dalam Islam dan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan peradilan. 
Hal yang menarik dalam buku tersebut karena memiliki relevansi dengan 
penelitian ini yaitu tentang adanya badan peradilan dalam hukum Islam yang serupa 
dengan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu wilāyah al-maẓālim. 
Berdasarkan uraian buku atau karya tulis ilmiah tentang al-siyāsah al-syariāh 
atau yang terkait tidak terdapat buku yang menguraikan tentang koreksi peraturan 
perundang-undangan berdasarkan hukum Islam secara umum dan nilai-nilai al-
siyasah al-syariāh secara khusus. Sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan 
analisis (koreksi) terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-
siyāsah al-syariāh. 
Perbedaan antara alasan gugatan Tata Usaha Negara yang dikemukakan dalam 
penelitian ini dengan yang dikemukakan dalam buku-buku hukum yang membahas 
tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara tersebut dan buku-buku atau karya tulis 
ilmiah yang terkait al-siyasah al-syariāh, yaitu melalui penelitian ini maka alasan 
gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan dianalisis dengan melakukan 
sistimatika dan mencocokkan beberapa pasal yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 
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1986, perubahan pertama dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua 
dengan UU Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kaitannya dengan 
alasan gugatan Tata Usaha Negara. Jadi, tidak hanya berpatokan pada satu pasal atau 
hanya pada satu peraturan perundang-undangan saja sebagaimana buku yang telah 
dipaparkan pada kajian pustaka ini. Selain itu, melalui penelitian ini pula maka alasan 
gugatan Tata Usaha Negara  sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianalisis dalam pendekatan al-
siyāsah al-syariāh, untuk mengetahui telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Dimana sebelumnya belum terdapat buku atau karya tulis ilmiah tentang 
al-siyāsah al-syariāh atau yang terkait yang mengurai tentang koreksi terhadap 
peraturan perundang-undangan tertentu telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-
nilai al-siyāsah al-syariāh. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, 
masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.8 Adapun 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian terhadap sistimatika hukum. Penelitian terhadap sistimatika hukum dapat 
dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.9 
                                                          
8Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.kata.web.id/metode-penelitian/ (26 Maret 
2017). 
9Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi I (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 
93. 
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Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini dilakukan sistematika 
pasal-pasal yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, perubahan pertama dengan 
UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, terkhusus Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga menghasilkan konsep alasan gugatan 
Tata Usaha Negara. Selain itu pula dikemukakan pembahasan tentang putusan hakim 
berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara sebagai dasar pengujian gugatan. 
Penelitian ini pun mengurai tentang analisis terhadap materi mutan dan 
putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh, berdasarkan 
al-Qur’ān dan Sunnah, untuk mengetahui apakah Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai atau belum sesuai 
dengan nilai-nilai Islam. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan 
masalah yang diteliti. Dengan pendekatan penelitian akan membantu mendapatkan 
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diusahakan untuk dijawab.10 
Berikut pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
 
 
                                                          
10Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi I (Cetakan II; Jakarta: Prenada Media 
Group, 2005), h. 93. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan 
Penelitian hukum pada level dogmatik hukum atau untuk keperluan praktik 
hukum maka digunakan pendekatan perundang-undangan.11 Pada penelitian ini yang 
diteliti yaitu alasan gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan Hukum Acara Tata 
Usaha Negara (praktik hukum) yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga digunakan pendekatan 
perundang-undangan. 
b. Pendekatan Teologis Normatif Missionaris 
Pendekatan teologis normatif missionaris adalah pendekatan yang bertujuan 
mengubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu dan serta memberi keyakinan 
tentang  pentingnya peradaban agama tersebut.12 Pada penelitian ini digunakan 
pendekatan teologis normatif missionaris karena pada penelitian ini akan diteliti 
tentang Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan nilah-nilai al-siyāsah al 
syariāh atau pentingnya nilai-nilai al-siyāsah al syariāh (Islam) dalam peraturan 
perundang-undangan Indonesia . 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan model tunggal yang dipergunakan dalam 
penelitian hukum normatif.13 Dalam studi kepustakaan, sumber data diperoleh dari: 
                                                          
11Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Cetakan VII; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2011) h. 136. 
12Syarifuddin Ondeng, Teori-Teori Pendekatan Metodelogi Studi Islam (Cetakan I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), 154. 
13Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu 
peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya.14 Peraturan perundang-
undangan yang dimaksud yaitu aturan hukum yang bersifat formal, sedangkan yang 
aturan hukum lainnya maksudnya yaitu aturan diluar peraturan perundang-undangan. 
Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu: 
1) Al-Qur’ān dan Sunnah; 
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; 
3) UU Nomor 5 Tahun 1986, perubahan pertama dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 
dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009  tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara Jo. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
4) Peraturan Perundang-Undangan yang kaitannya dengan Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
b. Bahan Hukum Skunder 
Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat, namun 
sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer.15 Pada umumnya bahan 
hukum skunder berupa buku atau karya tulis ilmiah atau bukan peraturan perundang-
undangan. Adapun bahan hukum skunder pada penelitian ini, yaitu: 
1) Hasil penelitian hukum yang kaitannya dengan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
2) Buku-buku hukum yang kaitannya dengan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
                                                          
14Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h.185. 
15Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h.185. 
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c. Bahan Hukum Tertier 
Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu 
untuk menjelaskan bahan hukum primer dan skunder disebut bahan hukum tertier.16 
Seperti; kamus, ensiklopedi dan lain-lain. 
4. Analisis Data 
Untuk menganalisis data, maka digunakan metode induktif kualitatif. Dengan 
menggunakan metode induktif kualitatif maka akan dianalisis data secara khusus 
kemudian menghasilkan informasi yang bersifat umum. Adapun langka-langka dalam 
menganalisis data pada penelitian ini, yaitu: 
a. Menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan gugatan Tata Usaha 
Negara; 
b. Menganalisis hasil penelitian hukum dan/atau buku-buku hukum yang kaitannya 
dengan pasal-pasal tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara; 
c. Mengaitkan pasal-pasal tentang alasan gugatan Tata Usaha Negara dengan  hasil 
penelitian hukum dan/atau buku-buku hukum yang terkait; 
d. Menentukan konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal yang 
telah dianalisis. Setelah menentukan konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara, 
maka dikemukakan putusan hakim yang kaitannya dengan alasan gugatan Tata 
Usaha Negara. 
e. Setelah dikemukakan konsep dan putusan hakim yang kaitannya dengan alasan 
gugatan Tata Usaha Negara, maka akan dikaitkan dengan dalil-dalil hukum Islam 
yang terkait. Namun, sebelumnya, akan dianalisis dalil-dalil yang terkait dengan 
konsep dan putusan hakim yang kaitannya dengan alasan gugatan Tata Usaha 
                                                          
16Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h.185. 
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Negara. Sehingga dihasilkan konsep dan putusan hakim yang kaitannya dengan 
alasan gugatan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh (telah 
sesuai  atau belum sesuai dengan nilai-nilai Islam). 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berikut tujuan dan kegunaan penelitian tentang studi analisis terhadap Pasal 
53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
pendekatan al-siyāsah al-syariāh, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan putusan 
hakim yang kaitannya dengan alasan gugatan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan 
penelitian ini secara khusus, yaitu: 
a. Untuk  mengetahui kandungan materi mutan (konsep) dan putusan hakim yang 
kaitannya dengan alasan gugatan  Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat 
(2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
b. Untuk mengetahui kandungan materi muatan dan putusan hakim berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh (telah sesuai atau belum sesuai dengan 
nilai-nilai Islam).  
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini dapat diketahui dari segi teoretis dan praktis  
Sebagaimana berikut, yaitu: 
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a. Kegunaan Teoretis 
1) Sumbangsih pemahaman hukum  mengenai konsep alasan gugatan Tata 
Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
2) Menambah khazanah pemahaman hukum mengenai konsep alasan gugatan 
Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-
syariāh. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Referensi tentang alasan gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara bagi para advokat dalam pengajuan gugatan dan bagi pengadilan 
untuk menerima dan menguji gugatan yang masuk; 
2) Referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang alasan gugatan Tata 
Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-syariāh sebagai bahan 
pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PASAL 53 AYAT (2) UU NOMOR  9 TAHUN 2004 
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENDEKATAN 
AL-SIYĀSAH AL-SYARIĀH 
 
Studi Analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pendekatan al-Siyāsah al-Syariāh merupakan 
judul pada penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum Pasal 
53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
Pendekatan al-Siyāsah al-Syariāh yang meliputi Kekuasaan Kehakiman dan 
Peradilan Tata Usaha Negara; Tinjauan Umum Gugatan Tata Usaha Negara; dan 
Da’wā wa Siyāsah Qaḍāiyah fi al-Siyāsah al-Syariāh. 
Pasal  53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara mengatur tentang alasan gugatan yang digunakan ketika mengajukan gugatan 
ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perlu di bahas eksistensi Peradilan Tata 
Usaha Negara yang dibahas pada sub yang berjudul Kekuasaan Kehakiman dan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, hal paling pokok yang perlu dibahas pada 
bab ini yaitu hal-hal yang terkait dengan gugatan, terkhusus alasan gugatan yang 
akan dibahas pada sub yang berjudul Tinjauan Umum Gugatan Tata Usaha Negara. 
Pada penelitian ini pula akan dianalisis apakah Pasal  53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai atau belum sesuai dengan 
nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh, sehingga akan dilakukan pembahasan terkait dengan 
al-siyāsah al-syariāh, terkhusus siyāsah qaḍāiyah, yang akan dibahas pada sub yang 
berjudul Da’wah wa Siyāsah Qaḍāiyah fi al-siyāsah al-syariāh. 
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A. Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Tata Usaha Negara  
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan 
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan Kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka maksudnya yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan 
Pemerintah. Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka agar terselenggaranya peradilan 
yang dapat memberi putusan berdasarkan hukum dan keadilan.  
Dalam sistem hukum Indonesia kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung 
membawahi beberapa badan peradilan yaitu badan peradilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Dan Peradilan Tata Usaha 
Negara, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  
Salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Tata 
Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang 
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan orang atau badan 
hukum perdata yang ditujukan terhadap putusan tersebut merasa dirugikan akibat 
dikeluarkannya keputusan tersebut. 
Terdapat beberapa tingkat yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; apabila pihak 
terkait tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata 
Usaha Negara) dapat diminta banding kepada pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi 
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Tata Usaha Negara), berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; apabila pihak terkait tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat 
tinggi atau tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dapat diminta 
kasasi kepada Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) butir (a) UU Nomor 
48 tentang Kekuasaan Kehakiman; adapun upaya hukum terakhir yang dapat 
dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yaitu peninjauan 
kembali. Putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, 
berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa Tata Usaha Negara untuk dapat 
menyelesaikannya salah satunya dengan bersidang pada Peradilan Tata Usaha 
Negara, sebagai salah satu badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman yang 
dijalankan oleh Mahkamah Agung. 
B. Tinjauan Umum Gugatan Tata Usaha Negara 
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang menyelenggarakan 
peradilan atau persidangan terhadap sengketa Tata Usaha Negara guna menegakkan 
hukum dan keadilan.  
Tujuan dibentuknya pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan 
kepastian hukum, sehingga dapat melindungi hak-hak masyarakat, terkhusus 
hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintah) dengan orang 
atau badan hukum perdata (masyarakat).17 
                                                          
17Victor Situmorong dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara (Cetakan II; 
Jakarta: PT. Rinika Cipta,1992), h. 18. 
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Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang 
Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 
Beberapa sengketa Tata Usaha Negara yang sering terjadi yaitu status tanah, 
pemecatan, penetapan jumlah pajak dan lain-lain. 
Untuk dapat menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka dapat 
diajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk diputuskan. Gugatan 
yang akan diajukan harus memenuhi syarat gugatan baik formal atau materiil. Salah 
satu syarat materiil gugatan Tata Usaha Negara yaitu alasan gugatan Tata Usaha 
Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan gugatan Tata Usaha Negara sangat 
penting, karena menjadi salah satu bagian dari dasar gugatan atau yang biasanya 
disebut posita. Berikut akan diuraikan Tinjauan Umum Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
1. Pengertian Gugatan Tata Usaha Negara 
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisikan 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (yang menjadi sengketa) 
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi 
dan/atau rehabilitasi. 
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, maka dalam suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu; 
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(1) Gugatan diajukan oleh orang atau badan hukum perdata; (2) Gugatan diajukan 
karena orang atau badan hukum perdata merasa dirugikan; (3) Gugatan diajukan 
karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 
Pada unsur pertama, yaitu gugatan diajukan oleh orang atau badan hukum 
perdata. Orang atau badan hukum perdata dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara disebut sebagai penggugat, sedangkan pihak tergugat yaitu Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana hal ini diatur berdasarkan Pasal 1 angka 11 
UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Berdasarkan hal tersebut maka dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi atau gugatan balik.18 Karena Posisi 
penggugat dan tergugat tidak dapat tertukar. Karena ketika posisi tersebut tertukar 
atau dengan kata lain penggugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan 
tergugat yaitu orang atau badan hukum perdata, maka kompetensi absolut Peradilan 
Tata Usaha Negara dilanggar yaitu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
Karena sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul 
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dikeluarkan oleh 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang dapat digugat atau menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara.  
                                                          
18Rozali Abdullah,  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi I (Cetakan IX; 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38. 
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Tetapi Badan Tata Usaha Negara dapat menjadi penggugat dalam Peradilan 
Tata Usaha Negara untuk membela hak-hak perdata yang ada padanya serta Badan 
Tata Usaha Negara dapat pula menjadi penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam Sengketa Informasi Publik, berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menjadi pihak tergugat karena 
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan orang atau badan 
hukum perdata merasa dirugikan karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara, hal ini berdasarkan unsur kedua dan ketiga gugatan secara berturut-turut 
sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. 
Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berlaku 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Tata Usaha Negara 
tersebut bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 
orang atau badan hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara maka dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi 
unsur-unsur sebagaimana berikut, yaitu: 
Pertama, Keputusan Tata Usaha Negara ditetapkan secara tertulis. Keputusan 
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
harus secara tertulis agar terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi. 
Kedua, materi Keputusan Tata Usaha Negara berisikan tindakan Hukum Tata 
Usaha Negara, misalnya pemberian izin, dispensasi, lisensi dan lain-lain. Dengan 
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dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum 
perdata berhak melakukan tindakan hukum sebagaimana materi Keputusan Tata 
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
Ketiga, Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara. Sehingga, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil dari 
perbuatan Tata Usaha Negara atau perbuatan administrasi negara dalam rangka 
urusan pemerintahan, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
atau Badan Usaha Milik Negara. 
Ke-empat, Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan maksudnya dalam artian formal, dengan 
kata lain segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, 
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
Kelima, Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final. 
Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret maksudnya yaitu bersifat terperinci 
dan jelas tentang tindakan hukum yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha 
Negara, bersifat individual maksudnya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 
ditujukan pada satu orang atau badan hukum perdata tertentu, dan bersifat final 
maksudnya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tidak perlu lagi 
persetujuan pihak lain tentang berlakunya putusan tersebut. 
Ke-enam, Keputusan Tata Usaha Negara berakibat hukum terhadap orang atau 
badan hukum perdata, maksudnya yaitu orang atau badan hukum perdata akan 
memiliki hubungan hukum terhadap pihak pemerintah. Hubungan hukum tersebut 
akan menghasilkan hak dan kewajiban atau pencabutan hak dan kewajiban. 
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Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa 
unsur yang terdapat  dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat 
dinyatakan batal atau tidak sah serta digantikan dengan Keputusan Tata Usaha 
Negara yang layak dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan 
mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang secara tertulis. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa gugatan Tata Usaha 
Negara adalah tuntutan dalam bentuk tertulis oleh orang atau badan hukum perdata 
(penggugat) kepada pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara (tergugat) dan tuntutan tersebut berisikan agar Keputusan Tata Usaha Negara 
tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau 
rehabilitasi. 
2. Kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara 
Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas atau berwenang 
memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara. 
Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul 
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata karena 
merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Maka dapat dipahami bahwa hal yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha 
Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang berakibat orang atau badan hukum perdata merasa 
dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, baik di pusat atau di daerah, 
termasuk sengketa kepegawaian. 
Tetapi tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat di Peradilan 
Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara mengatur bahwa terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara 
yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata 
Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha 
Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha 
Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang 
dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-
undangan yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang 
dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara 
mengenai Tata Usaha Militer Indonesia; dan keputusan pemilihan umum baik di 
pusat atau di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 
Berikut beberapa perkara yang pada umumnya memiliki potensi menjadi 
sengketa Tata Usaha Negara dan dapat digugat di peradilan Tata Usaha Negara untuk 
diselesaikan yaitu, perizinan (dispensasi, lisensi dan izin); masalah kepegawaian 
negeri (kenaikan pangkat, ganti rugi jabatan, perlakuan tidak adil dan lain-lain); 
masalah keuangan negara (kekeliruan pembukuan, kekeliruan hutang, kekeliruan 
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pertanggungjawaban dan lain-lain); masalah perumahan dan masalah-masalah gedung 
(status rumah, status gedung, sewa, kontrak, perawatan dan lain-lain); masalah pajak 
(penetapan jumlah pajak, tata cara penagihan pajak); masalah-masalah cukai; masalah 
agraria (pengambilan tanah untuk pelebaran jalan, sewa tanah dan lain-lain); 
perfilman (badan sensor film, perizinan import film dan lain-lain); pemeriksaan bahan 
makanan dan mutu barang dagangan; keselamatan kerja perusahaan, pemeriksaan 
instrumen-instrumen kerja; Jaminan sosial, tunjangan cacat, tunjangan fakir miskin, 
tunjangan tuna wisma, prostitusi dan lain-lain; kesehatan rakyat atau klinik-klinik; 
masalah pengamanan rumah-rumah penginapan; masalah pengamanan tokoh-tokoh, 
pasar umum dan lain-lain; masalah perawatan jembatan, pelabuhan, jalan raya dan 
lain-lain; masalah lalu lintas jalan; masalah agro (pertanian, perikanan, peternakan 
dan lain-lain; masalah penanggulangan sampah; masalah pendidikan (SPP, uang 
gedung dan lain-lain); masalah perbankan, masalah kejahatan komputer, masalah hak 
asasi dalam arti luas; dan penyadapan informasi.19 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu sengketa 
disebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila berdasarkan Pasal 1 angka 10 
UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
3. Syarat-Syarat Gugatan Tata Usaha Negara 
Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pengajuan gugatan 
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan syarat-syarat gugatan Tata 
Usaha Negara tersebut bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi dan 
mempermudah pemeriksaan dalam persidangan. 
                                                          
19Victor Situmorong dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, h. 20-21. 
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Dalam pengajuan gugatan harus mencantumkan bukti pembayaran biaya 
perkara, Foto copy obyek sengketa (jika diperlukan), surat kuasa (jika ada), foto copy 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak yang berperkara dan surat gugatan. 
Bukti pembayaran biaya perkara salah satu berkas yang harus dilampirkan 
dalam pengajuan gugatan. Biaya perkara merupakan biaya-biaya kepaniteraan, 
materai, saksi-saksi, saksi ahli, ahli bahasa, pemeriksaan di luar sidang dan biaya-
biaya lain yang diperlukan dalam proses persidangan berdasarkan perintah hakim dan 
biaya perkara tersebut ditetapkan oleh panitera. Biaya perkara tersebut akan dibayar 
dengan dua tahap. Pembayaran tahap pertama akan dibayar oleh penggugat. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua dibayar oleh pihak yang dinyatakan salah, 
apabila pihak penggugat dinyatakan salah oleh hakim dalam persidangan, maka 
apabila uang tahap pembayaran pertama melebihi dari yang harus dibayar maka 
pengadilan mengembalikan kelebihan tersebut kepada penggugat, tetapi apabila 
pembayaran tahap pertama kurang maka penggugat harus membayar pada tahap 
kedua untuk menambahkan biaya perkara tahap pertama. Sedangkan apabila pihak 
tergugat yang dinyatakan salah oleh hakim, maka pihak tergugat akan membayar 
segala biaya perkara dan biaya tahap pertama oleh penggugat dikembalikan.20 
Tetapi apabila penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat 
berperkara dengan cuma-cuma berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk dapat berperkara dengan cuma-
cuma, maka harus diajukan permohonan beracara dengan cuma-cuma dan keterangan 
tidak mampu dari lurah atau kepala desa tempat tinggal penggugat yang dilampirkan 
                                                          
20A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi (Cetakan V; 
Bandung: PT. Afrika Aditama, 2007), h. 28-29. 
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bersama surat gugatan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan beracara dengan cuma-cuma akan 
diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa, 
penetapan tersebut ditetapkan pada tingkat pertama dan terakhir yang berlaku pada 
tingkat banding dan kasasi berdasarkan Pasal 61 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Selain bukti pembayaran yang dilampirkan, salah satu yang sangat penting 
dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yaitu obyek sengketa Tata Usaha 
Negara (Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa). Pada Pasal 56 ayat 
(3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kalimat 
“sedapat mungkin” sehingga dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara 
yang menjadi sengketa tidak wajib dilampirkan karena dapat kemungkinan 
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa tidak terdapat pada pihak 
penggugat. Jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa terdapat pada 
penggugat, maka ada baiknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan (foto 
copy) dilampirkan untuk mempermudah proses persidangan.21 
Surat kuasa (jika didampingi oleh kuasa hukum) pun harus dilampirkan 
bersama surat gugatan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 56  ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara.  
Kuasa Hukum dalam mendampingi kliennya harus memenuhi beberapa syarat 
yaitu mempunyai surat kuasa khusus dan ditunjuk di muka persidangan oleh para 
                                                          
21Wicipto Setiadi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Edisi I 
(Cetakan I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 111-112. 
38 
 
 
 
pihak secara langsung, sedangkan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus 
berdasarkan ketentuan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tersebut, kemudian diterjemahkan oleh ahli bahasa 
resmi. Tetapi para pihak dapat dipanggil tanpa kuasa hukumnya, jika hakim 
menganggap perlu. Apabila kuasa hukum melakukan tindakan di luar wewenangnya, 
maka kliennya dapat mengajukan sangkalan secara tertulis yang berisi tuntutan agar 
tindakan kuasa hukum tersebut dianggap batal. Sangkalan tersebut akan dituangkan 
dalam berita acara dengan putusan dikabulkan atau tidak dikabulkan.22 
Adapun surat gugatan, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan harus memuat (1) nama, 
kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; (2) nama, 
jabatan dan tempat kedudukan tergugat; (3) dasar gugatan (posita) dan hal yang 
diminta untuk diputuskan (petitum) oleh pengadilan. 
Identitas para pihak, pengadilan yang dituju, obyek gugatan dan tenggang 
waktu pengajuan gugatan merupakan syarat formal gugatan Tata Usaha Negara. 
Sedangkan syarat materiil gugatan Tata  Usaha Negara yaitu dasar gugatan (posita) 
dan hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) oleh pengadilan.23 
Identitas para pihak dalam surat gugatan maksudnya yaitu identitas penggugat 
yaitu orang atau badan hukum perdata dan tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara serta kuasa hukumnya (jika ada). Dengan adanya identitas para pihak 
akan mempermudah dalam pengiriman surat atau pemanggilan atau eksekusi dalam 
                                                          
22Wicipto Setiadi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, h. 110-
111. 
23Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 
2010), h. 347. 
39 
 
 
 
proses penyelesaian sengketa. Dengan melampirkan identitas tergugat yaitu Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatif atau pengadilan yang dituju 
akan diketahui. Apabila kompetensi relatif tidak terpenuhi, maka gugatan tidak 
diterima.24 
Hal yang juga harus diuraikan dalam surat gugatan yaitu obyek gugatan. 
Obyek gugatan sedapat mungkin dilampirkan dengan surat gugatan, obyek gugatan 
harus diuraikan tentang kronologis obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut 
sebagai syarat formal surat gugatan Tata Usaha Negara. 
Dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat harus memperhatikan tenggang 
waktu mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan tidak dapat prematur 
(mengajukan gugatan sebelum ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara) dan 
melebihi tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. 90 (Sembilan puluh) hari 
tersebut terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh orang atau 
badan hukum perdata (penggugat); sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara; Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif (Pasal 3 ayat (2) 
dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan bagi 
para pihak yang tidak dituju atau belum mengetahui dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara, maka dihitung sejak para pihak merasa kepentingannya dirugikan dan 
mengetahui secara nyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan 
(Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 
5K/TUN/1992, 21-01-1993 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 41K/TUN/1994, 10-11-
                                                          
24Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Edisi Revisi (Cetakan IV; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 77. 
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1994 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991); dan sejak 
putusan administrasi diterima atau dibacakan. Sedangkan, perhitungan dinyatakan 
berhenti sejak masa tenggang habis dan sejak didaftarkan kepada pengadilan. 
Untuk beberapa perkara tenggang waktu untuk menggugat cukup singkat, 
yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki masa tenggang selama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi tanah ( UU Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum) dan sengketa 
informasi publik memiliki masa tenggang selama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diterimanya putusan Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik). 
Setelah terpenuhinya syarat formal gugatan Tata Usaha Negara, maka hal 
yang paling pokok dan penting yaitu syarat materiil gugatan Tata Usaha Negara. 
Adapun syarat materiil gugatan yaitu dasar gugatan (posita) dan hal yang diminta 
untuk diputuskan (petitum) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) butir (c) UU Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Fudamen tum Petendin atau posita merupakan dasar gugatan. Posita berisi 
tentang uraian kejadian atau peristiwa hukum dan dasar hukum peristiwa sengketa 
Tata Usaha Negara.25 Dasar hukum peristiwa sengketa Tata Usaha Negara yang 
terdapat dalam gugatan harus diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan AAUPB. 
Sedangkan hal yang diminta atau petitum sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
                                                          
25Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Edisi Revisi, h. 77. 
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yaitu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah terhadap 
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Keputusan Tata 
Usaha Negara dinyatakan batal, jika tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dinyatakan tidak sah, jika tidak berwenang berdasarkan 
Pasal 70 Jo. Pasal 71 UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Adapun ganti rugi diatur berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti 
Rugi dengan biaya berkisar pada Rp.250.000,00-Rp.5.000.000,00. Apabila tergugat 
kalah dalam persidangan maka tergugat harus membayar ganti kerugian jika dalam 
gugatan berisi tuntutan ganti rugi. Ketika ganti rugi dibayar oleh pemerintah pusat, 
maka ganti kerugian akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) dan ketika ganti kerugian dibayar oleh pemerintah daerah, maka ganti rugi 
akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain ganti 
rugi, dalam surat gugatan dapat pula diajukan gugatan berupa rehabilitasi. 
Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan hak penggugat  dalam kemampuan, harkat, 
martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hak-hak lain yang terkait dengan 
jabatannya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melakukan 
rehabilitasi paling lambat tiga hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum 
tetap. Rehabilitasi dalam tuntutan suatu gugatan ditujukan untuk menyelesaikan 
sengketa kepegawaian. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan 
rehabilitasi dapat dibebankan biaya kompensasi senilai Rp.100.000,00-
Rp.2.000.000,00.26 
                                                          
26Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi I (Cetakan X; Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 102-103. 
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Surat gugatan terbagi atas tiga bagian, yaitu kepala gugatan (tanggal gugatan, 
pengadilan yang dituju dan  identitas para pihak), badan gugatan (obyek gugatan, 
tenggang waktu dan posita) dan penutup gugatan (petitum dan tanda tangan 
penggugat atau kuasa hukum penggugat).27 
Apabila syarat materiil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan ditolak, apabila 
syarat formal gugatan tidak terpenuhi maka gugatan tidak diterima, apabila syarat 
formal dan materiil terpenuhi maka gugatan dikabulkan dan apabila penggugat tidak 
hadir dua kali secara berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut maka 
gugatan gugur.28 
4. Alasan Gugatan Tata Usaha Negara Sebagai Syarat Sahnya Gugatan 
Alasan gugatan tata usaha negara merupakan salah satu syarat sahnya surat 
gugatan. Alasan gugatan dalam surat gugatan dicantumkan pada bagian posita. 
Sehingga alasan gugatan merupakan syarat materiil dalam gugatan Tata Usaha 
Negara.  Jika syarat materiil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan tersebut akan 
dinyatakan ditolak di muka persidangan, dengan kata lain gugatan tersebut tidak sah. 
Alasan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan gugatan Tata Usaha 
Negara dapat berupa bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat bertentangan dengan AAUPB. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan 
                                                          
27Bambang Soebiyantoro. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Materi Kuliah, h. 58. 
28Bambang Soebiyantoro. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Materi Kuliah, h. 100. 
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tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-
undangan yang dimaksud dalam 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam artian formal. 
AAUPB merupakan nilai-nilai etika yang digunakan untuk mengukur 
tindakan administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan 
sebagai alat pelindung bagi masyarakat dari perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan AAUPB sebagai alasan gugatan dalam 
pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sebelum berlakunya Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, alasan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 
53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang 
terdiri dari tiga butir yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat karena menyalahgunakan kewenangan dan/atau Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat karena sikap sewenang-wenang.29 
Alasan gugatan yang terdapat dalam posita harus selaras dengan kronologis 
sengketa Tata Usaha Negara dan dasar hukum gugatan. Karena alasan gugatan Tata 
Usaha Negara akan menjadi tali penghubung antara kronologis sengketa Tata Usaha 
Negara dan dasar hukum sengketa Tata Usaha Negara. 
                                                          
29Philipus M Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan VIII; 
Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 326-327. 
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Alasan gugatan Tata Usaha Negara akan menjadi salah satu penentu 
dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Karena hakim dalam menetapkan putusan 
terhadap sengketa Tata Usaha Negara menjadikan alasan gugatan Tata Usaha Negara 
sebagai salah satu cara penilaian dan pembuktian dalam proses persidangan untuk 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
C. Da’wā wa Siyāsah Qaḍāiyah fi al-siyāsah al-syariāh 
Al-siyāsah al-syariāh merupakan ilmu Tata Negara yang berdasarkan al-
Qur’ān dan Sunnah. Salah satu diantara bidang al-siyāsah al-syariāh  atau fiqh 
siyāsah yaitu siyāsah qaḍāiyah (peradilan siyāsah). Siyāsah qaḍāiyah yang 
merupakan bagian dari siyasāh dustūriah, dimana pada umumnya, siyasāh dibagi 
dalam tiga bagian yaitu siyāsah dustūriah, siyāsah dauliyah dan siyāsah māliyah.30 
Siyāsah qaḍāiyah berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan 
rakyat. 
Penguasa dalam melakukan hubungan hukum dengan rakyat haruslah dengan 
adil dan patut. Tetapi ketika penguasa berbuat ẓālim kepada rakyatnya, maka dapat 
diperiksa, diadili dan diputuskan untuk penetapan hukum atas perbuatan ẓālim yang 
diduga dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. 
Syariāh tidak menentukan aturan hukum atau ketentuan hukum tentang 
hubungan hukum penguasa dan rakyat serta hak-hak rakyat, termasuk jika pemerintah 
berbuat ẓālim dengan menyalahgunakan jabatannya.31 Semuanya dikembalikan 
kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan aturan hukum yang digunakan 
                                                          
30J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Edisi I (Cetakan V; 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 39-40. 
31Ibnu Taimiyah, al-siyāsaṯ al-Syari’iyyaṭ fi al-Iṣlāhi al-Rā’iy war-Ra’iyyaṭ, Terjemahan. 
Firdaus A.N., Pedoman Islam Bernegara (Cetakan IV; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), h. 153. 
45 
 
 
 
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perbuatan ẓālim yang diduga 
dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. Aturan hukum tersebut dapat bersifat formal 
atau materiil. 
Aturan hukum materiil maksudnya kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
tentang perbuatan-perbuatan hukum antar-subjek hukum. Aturan hukum yang bersifat 
formal maksudnya tata cara penyelesaian sengketa di peradilan, terkhusus siyasāh 
qaḍāiyah, atau dalam sistem hukum di Indonesia digunakan istilah Hukum Acara.  
Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perbuatan ẓālim yang 
diduga dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat maka dapat diajukan gugatan 
kepada siyāsah qaḍāiyah. Para fuqaha berpendapat bahwa gugatan atau da’wā, 
yaitu:32 
 
 ِِهتْو ب ث َدْنِع  صَلََخْلا  هَل ْنَم ٍّسِلْجَم يِف ٍّّقَح  َةَبلاَط  م َيِه ىَوْعَّدلا 
Artinya: 
 
“Gugatan (da’wā) adalah tuntutan hak kepada peradilan oleh pihak yang 
memiliki hak untuk menyelesaikan haknya (penggugat) melalui proses 
persidangan dan (penggugat) tersebut membuktikan kebenaran (bahwa haknya 
telah dirampas oleh tergugat dalam proses persidangan).”  
Berdasarkan pengertian gugatan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam 
suatu gugatan terdapat pihak yang merasa dirugikan yaitu penggugat dan pihak yang 
disangka merugikan terhadap pihak penggugat yaitu tergugat. Pihak penggugat yang 
mengajukan gugatan kepada pengadilan. Gugatan tersebut berisikan tuntutan kepada 
tergugat untuk mengembalikan hak penggugat, karena penggugat menyangka bahwa 
tergugat telah merugikan penggugat dengan mengambil atau tidak memberikan hak 
tergugat.  
                                                          
32Muslim Muhammad, Fiqh 2 Kelas XI MA, h.. 54. 
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Sehingga gugatan merupakan tuntutan oleh penggugat kepada tergugat karena 
penggugat menyangka bahwa haknya telah dirampas atau tidak dipenuhi oleh 
tergugat dan penggugat meminta agar tergugat mengembalikan hak yang telah 
dirampas dengan mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan untuk diperiksa, diadili 
dan diputuskan. 
Penggugat merupakan pihak yang menyampaikan gugatan kepada pengadilan, 
dalam fiqh aqḍiyah  disebut muḍḍa’i. Sedangkan pihak yang digugat oleh penggugat 
merupakan tergugat, dalam fiqh aqḍiyah disebut muḍḍa’alaih. Kemudian hal yang 
digugat oleh penggugat kepada tergugat disebut muḍḍa’a bih.33 
Seorang penggugat dalam mengajukan gugatan dan tergugat sebagai pihak 
yang akan dituju kepadanya gugatan, harus memenuhi beberapa syarat untuk 
bersidang di muka persidangan yaitu; (1) Penggugat dan tergugat sehat akalnya dan 
telah balig. Tetapi apabila ada pengampu bagi orang gila atau anak-anak yang 
berperkara, maka pihak tersebut dapat mengajukan dan/atau mengikuti persidangan; 
(2) Pihak tergugat tertentu orangnya; (3) Gugatan disampaikan secara langsung atau 
surat kepada hakim (pengadilan); (4) Sesuatu yang digugat jelas bentuk dan/atau 
sifatnya; (5) Tuntutan harus sesuai perkara; (6) Mematuhi peraturan-peraturan khusus 
pengadilan (yang dibuat sendiri oleh pengadilan atau pihak terkait); (5) Antara pihak 
penggugat dan tergugat tidak dalam perang agama.34 
Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka pihak penggugat dan tergugat 
dapat bersidang di muka hakim. Tetapi sebelum bersidang penggugat harus 
mengajukan gugatan. Dalam syarat-syarat penggugat dan tergugat tersebut, pada 
                                                          
33Muslim Muhammad, Fiqh 2 Kelas XI MA, h. 54. 
34Muslim Muhammad, Fiqh 2 Kelas XI MA. h. 55. 
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angka tiga, empat dan lima serta enam merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam 
pengajuan gugatan. 
Pada angka tiga, yaitu gugatan disampaikan secara langsung atau surat kepada 
hakim (pengadilan). Sehingga dapat dipahami bahwa gugatan yang diajukan harus 
diajukan secara langsung (lisan) di muka hakim (dalam proses persidangan) atau 
disampaikan melalui surat gugatan kepada hakim (peradilan). Hal ini sejalan dengan 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan diajukan secara tertulis 
(surat) atau lisan. 
Pada angka empat dan lima secara berturut-turut, yaitu sesuatu yang digugat 
jelas bentuk dan/atau sifatnya dan tuntutan harus sesuai perkara. Sehingga dapat 
dipahami bahwa dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan pengadilan yang 
dituju berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam hal sengketa 
antara rakyat dan pemerintah, maka gugatan dapat diajukan kepada siyāsah qaḍāiyah. 
Pada angka enam yaitu, mematuhi peraturan-peraturan khusus pengadilan 
(yang dibuat sendiri oleh pengadilan atau pihak terkait). Jadi ketika penggugat 
mengajukan gugatan maka penggugat harus memenuhi segala ketentuan-ketentuan 
yang diatur oleh peraturan-peraturan khusus pengadilan, terkhusus dalam pengajuan 
gugatan, seperti ketentuan-ketentuan administrasi. 
Sehingga dapat dipahami bahwa gugatan dalam siyāsah qaḍāiyah adalah 
tuntutan oleh rakyat kepada pemerintah karena rakyat merasa bahwa pemerintah telah 
berbuat ẓāalim atau merampas hak-hak mereka dengan mengajukan sengketa tersebut 
kepada hakim atau peradilan siyāsah untuk diperiksa, diadili dan diputuskan. 
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BAB III 
KANDUNGAN PASAL 53 AYAT (2) UU NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
 
Berikut akan diuraikan kandungan (materi muatan) Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan dan dasar 
pengujian gugatan.  
Pada pembahasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan gugatan, menitikberatkan pembahasan 
pada konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara yang bertujuan mengembangkan dan 
membantah penelitian terdahulu, sedangkan pada pembahasan Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian 
gugatan, menitikberatkan pada pembahasan putusan hakim yang dipilih secara acak.  
A. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Sebagai Alasan Gugatan 
Aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya, melakukan perbuatan 
pemerintahan (Bestuurshandeling) dengan aparat pemerintah lainnya atau badan 
hukum perdata atau orang pribadi, baik dalam hubungan hukum atau hubungan nyata. 
Hubungan nyata merupakan perbuatan yang tidak berakibat hukum.35 
Perbuatan pemerintahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah 
baik sebagai pemerintah (hukum publik) atau sebagai badan hukum (hukum perdata), 
dimana perbuatan tersebut dilaksanakan sebagai fungsi pemerintahan dan perbuatan 
                                                          
35Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan VIII; Jakarta: 
PT. Ikhtiar Baru, 1985), h. 67. 
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tersebut dimaksudkan agar menimbulkan akibat hukum tertentu untuk kepentingan 
negara dan rakyat.36 
Adapun jenis-jenis perbuatan pemerintah yaitu tindakan materil atau faktual 
(Materiil Daad), membuat dan menetapkan peraturan (Regelling) dan mengeluarkan 
keputusan (Beschikking). 37 Jenis-jenis perbuatan pemerintahan tersebut dapat saja 
dianggap melawan hukum (Onrechtmatigedaad). 
Melawan hukum berdasarkan Keputusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 
adalah melawan hukum tidak saja perbuatan yang melanggar undang-undang 
(onrechtmatige is ownetmatige) atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang 
berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat 
terhadap pribadi atau benda orang lain.38 
Ketika aparat pemerintah melakukan tindakan melawan hukum dalam 
perbuatan pemerintahan, terkhusus dalam perbuatan faktual dan mengeluarkan 
keputusan, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara. 
Dalam mengajukan gugatan, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu 
alasan gugatan yang diuraikan dalam posita (surat gugatan). Alasan gugatan diatur 
dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Berdasarkan pasal tersebut maka gugatan harus didasarkan pada alasan yang 
layak, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 
                                                          
36Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan 
Administrasi Negara di Indonesia, Edisi I (Cetakan I; Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 18-19. 
37Bambang Soebiyantoro. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, h. 22. 
38Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan 
Administrasi Negara di Indonesia, h. 26-27. 
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peraturan perundang-undangan (butir (a)) dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat bertentangan AAUPB (butir (b)).  
Berikut akan diuraikan kandungan materi muatan Pasal 53 ayat (2) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam butir (a) dan 
butir (b). 
1. Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan 
Dalam Pasal 53 ayat (2) butir (a)  UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara diatur bahwa alasan gugatan yang layak yaitu Keputusan Tata 
Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan maksudnya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal yang telah 
dibuat bersama oleh badan legislatif dan eksekutif yang kemudian disahkan dan 
ditetapkan oleh badan atau pejabat eksekutif. Sehingga tiap-tiap aturan yang bukan 
termaksud peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat formal (seperti hukum 
adat) tidak termasuk yang dimaksud dengan bertentangan dengan undang-undang 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat tidak sesuai dengan materi atau prosedur atau wewenang yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 
(2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak sesuai dengan materi yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu Keputusan Tata Usaha 
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Negara yang digugat bertentangan dengan isi atau substansi yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan, berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak sesuai dengan materi yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat telah mengeluarkan keputusan tentang pelanggaran disiplin  
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dituju dengan hukuman disiplin berupa 
pemindahan bukan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Tentu 
saja, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  Pembina Kepegawaian 
Pusat kepada PNS yang dituju bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
dari segi materi. Karena berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, tidak diatur sanksi disiplin berupa pemindahan bukan dalam 
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melainkan yang diatur yaitu sanksi 
disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 
Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak sesuai dengan 
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan tata cara pembuatan 
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan, berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Keputusan tentang 
pemberhentian dengan hormat terhadap PNS tertentu dengan tidak diadakan 
pemeriksaan terlebih dahulu, padahal berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 
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Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur bahwa sebelum 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap jabatan yang lebih rendah (PNS) maka 
jabatan yang lebih tinggi yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, wajib 
diadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap jabatan yang lebih rendah (PNS). 
Inilah yang dimaksud bertentangan secara prosedur. 
Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak sesuai dari segi 
wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut 
maksudnya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat melanggar hak-hak 
dan/atau kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan 
penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
sumber kewenangan dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 
Pada Pasal 1 angka 22 mengatur bahwa atribusi adalah kewenangan yang diberi oleh 
UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang. Adapun delegasi berdasarkan Pasal 1 
angka 23 mengatur bahwa kewenangan yang dialihkan oleh Badan atau Pejabat yang 
lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat yang lebih rendah dan kewenangan tersebut 
beralih sepenuhnya. Sedangkan mandat berdasarkan Pasal 1 angka 24 mengatur 
bahwa mandat adalah  kewenangan yang dialihkan oleh Badan atau Pejabat yang 
lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat yang lebih rendah dalam rangka penugasan 
dan kewenangan tersebut tetap berada pada si pihak yang menugaskan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, maka dapat diketahui bahwa wewenang adalah 
kekuasaan yang diperoleh secara sah untuk melakukan tindak-tindakan tertentu yang 
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dibenarkan peraturan perundang-undangan demi melaksanakan atau dalam rangka 
tugas pemerintahan serta bertanggung jawab terhadap kewenangan tersebut. 
Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan, terkhusus ketika mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan Tata 
Usaha Negara.  
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa  penyalahgunaan kewenangan terdapat 
tiga jenis yaitu, melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak 
sewenang-wenang. Ketiga jenis penyalahgunaan wewenang tersebut dapat digunakan 
sebagai alasan mengajukan gugatan. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat melampaui wewenang 
berdasarkan Pasal 18 ayat  (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat melampaui batas 
wilayah berlakunya wewenang dan/atau melampaui waktu berlakunya wewenang 
dan/atau bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh  peraturan perundang-
undangan. 
Melampaui wilayah berlakunya wewenang (Onbevoegdheid Ratione Loci), 
misalnya Kepala Daerah Kabupaten A mengeluarkan keputusan atau surat perintah 
penggusuran rumah di atas lahan pemerintah yang terdapat di Kabupaten B. Adapun 
melampaui waktu berlakunya wewenang (Onbevoegdheid Ratione Temporis), 
misalnya Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah tertentu telah habis masa 
jabatannya tetapi tetap mengeluarkan keputusan tertentu (sertifikat tanah). 
Sedangkan, bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh  peraturan 
perundang-undangan (Onbevoegdheid Ratione Materiae), misalnya Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten A mengeluarkan keputusan tentang hasil 
penetapan banding upaya administratif yaitu tidak diterima, yang seharusnya 
diterima. 
Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat mencampuradukkan 
wewenang berdasarkan Pasal 18 ayat  (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan apabila dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat diluar bidang kewenangan yang diberikan dan/atau bertentangan dengan 
tujuan wewenang yang diberikan. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diluar bidang kewenangan yang 
diberikan, misalnya Gubernur Provinsi A memberikan sanksi administratif berupa 
pembayaran uang paksa kepada pejabat daerah Kabupaten B, sedangkan yang berhak 
memberikan sanksi administratif kepada pejabat daerah tersebut yaitu Bupati 
Kabupaten B berdasarkan Pasal 82 ayat (1) butir (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, misalnya berdasarkan 
peraturan terkait mengatur bahwa wakil DPRD kota A dapat menjadi ketua sidang 
jika ketua DPRD berhalangan, padahal ketua DPRD kota A tidak mendapat surat 
undangan rapat karena wakil ketua DPRD kota A menyembunyikannya agar ketua 
DPRD kota A tidak menghadiri sidang. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dikatakan sewenang-wenang 
berdasarkan Pasal 18 ayat  (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan apabila dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa dasar 
kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, 
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Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tanpa dasar kewenangan 
misalnya, Kepala Daerah Provinsi A mengeluarkan keputusan pemberian sanksi bagi 
walikota A karena alasan pribadi atau tanpa dasar hukum. Adapun Keputusan Tata 
Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, misalnya sengketa kepemilikan tanah antara warga desa A 
dan PT. ABC, kemudian sengketa tersebut diajukan kepada Peradilan Negeri bagian 
Perdata dan ditetapkan bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut hak milik atas 
PT.ABC. Tetapi eksekusi lahan dilaksanakan setelah tiga tahun sejak penetapan 
tersebut dan warga desa A yang berjumlah sebanyak 1200 Kepala Keluarga telah 
mengurus setahun setelah penetapan putusan pengadilan tersebut dan memiliki 
sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi sengketa. Tentu saja BPN yang telah 
mengeluarkan sertifikat tersebut telah berbuat sewenang-wenang dengan 
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Putusan 
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Berdasarkan uraian tentang kandungan (materi muatan) Pasal 53 ayat (2) butir 
(a) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat 
diketahui bahwa alasan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terdiri atas bertentangan dari 
segi materi, bertentangan dari segi prosedur dan bertentangan dari segi wewenang. 
Bertentangan dari segi wewenang terdiri atas mengeluarkan Keputusan Tata Usaha 
Negara dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan dan 
berbuat sewenang-wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Melampaui kewenangan terdiri atas Keputusan 
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Tata Usaha Negara yang digugat melampaui batas wilayah wewenang, melampaui 
batas waktu wewenang dan melampaui wewenang dari segi materi, adapun 
mencampuradukkan wewenang terdiri atas Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat diluar bidang kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan 
wewenang yang diberikan, sedangkan berbuat sewenang-wenang terdiri atas 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tanpa dasar kewenangan atau 
bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan 
Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila 
alasan gugatan Tata Usaha Negara terbukti dalam persidangan, dapat berakibat 
Keputusan Tata Usaha Negara batal dan/atau tidak sah, berdasarkan Pasal 66 Jo. 71 
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Adapun perbedaan antara konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara dalam 
penelitian ini dan pada buku-buku atau karya tulis ilmiah terdahulu terletak pada 
“bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan”. Pada 
buku-buku terdahulu, misalnya dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara (2015) oleh Zairin Harahap mengemukakan bahwa bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan terdiri atas melampaui 
kewenangan dari segi tempat dan/atau waktu dan/atau materi. Sedangkan, 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan dalam 
penelitian ini terdiri atas melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang 
dan berbuat sewenang-wenang. Ketiga jenis penyalahgunaan kewenangan tersebut 
diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
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Konsep alasan gugatan Tata Usaha Negara tentang “bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan” yang dikemukakan oleh 
Zairin Harahap pada bukunya tersebut berpatokan pada Pasal 53 ayat (2) UU 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum berlakunya pasal 
tersebut, alasan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam buku Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara (2001) oleh Zairin Harahap menjelaskan Pasal 53 
ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur 
bahwa melampaui kewenangan (butir (a)), mencampuradukkan kewenangan (butir 
(b)) dan berbuat sewenang-wenang (butir (c)). 
Sedangkan dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2015) 
oleh Yuslim dijelaskan bahwa pada Pasal 53 ayat (2) butir (b) dan (c) UU Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu penyalahgunaan wewenang 
dan berbuat sewenang-wenang disatukan menjadi Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu AAUPB. Karena 
penyalahgunaan kewenangan dan kesewenang-wenangan merupakan 
onrechtsmatigeedaad. 
Dalam penelitian ini dikemukakan pendapat yang berbeda, bahwa 
mencampuradukkan kewenangan dan berbuat sewenang-wenang  yang diatur secara 
berturut-turut dalam Pasal 53 ayat (2) butir (b) dan butir (c) UU 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara tidak disatukan dalam Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua sub tersebut 
melainklan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua sub itu tidak secara nyata terdapat dalam Pasal 
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53 ayat (2) butir (a)  UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha, namun 
diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
Berdasarkan uraian pada bagian sub A, maka alasan gugatan Tata Usaha 
Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 
undang-undang, diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
2. Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan 
Kandungan (materi muatan) Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa alasan gugatan yang 
layak yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 
AAUPB. 
AAUPB berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 
Tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 adalah asas hukum kebiasaan 
yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan yang tidak dirumuskan 
secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan 
analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada 
setiap pembuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara).39 
                                                          
39Jazim Hamid, Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Layak (Jakarta: Tatanusa, 2000), h. 57. Dikutip dalam R. Wiyono, Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 92. 
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Dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan diatur bahwa AAUPB terdiri atas yang tertulis dan tidak tertulis. 
Tertulis maksudnya AAUPB yang ditentukan secara jelas oleh peraturan perundang-
undangan, sedangkan tidak tertulis maksudnya AAUPB yang tidak ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan namun menjadi dasar penilaian hakim yang tertuang 
dalam putusan pengadilan. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang termasuk dengan AAUPB yaitu 
asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, kesemua  AAUPB 
tersebut berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
Asas kepastian hukum maksudnya yaitu dalam setiap keputusan yang 
dikeluarkan atau perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah 
harus berlandaskan peraturan perundang-undangan; Asas tertib penyelenggara negara 
maksudnya yaitu dalam menyelenggarakan atau mengeluarkan keputusan atau 
perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus 
memperhatikan tata tertib atau aturan-aturan administrasi terkait; Asas keterbukaan 
maksudnya yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan 
lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif 
serta memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas 
proposionalitas maksudnya yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau perbuatan 
pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan 
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keseimbangan antar hak dan kewajiban pemerintah terkait; Asas profesionalitas 
maksudnya yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan 
lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus dilandasi keahlian pada bidangnya dan 
mentaati kode etik serta peraturan perundang-undangan terkait; Asas akuntabilitas 
maksudnya yaitu setiap keputusan yang telah dikeluarkan atau setiap perbuatan 
pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.40 
Sedangkan dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan diatur bahwa AAUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, 
asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, 
asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.  
Asas kemanfaatan maksudnya yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau 
perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus kemanfaatan 
setiap pihak yang terkait; Asas ketidakberpihakan maksudnya yaitu dalam 
mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh 
pemerintah tidak diskriminatif; Asas kecermatan merupakan yaitu dalam 
mengeluarkan keputusan harus berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap 
dan legal; Asas tidak menyalahgunakan wewenang maksudnya yaitu dalam 
mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh 
pemerintah tidak melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan berbuat 
sewenang-wenang; Asas kepentingan umum maksudnya yaitu dalam mengeluarkan 
keputusan atau perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah 
                                                          
40Ridwan  H.R,  Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Cetakan XI; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 241-242. 
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harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif; Asas pelayanan yang baik 
maksudnya yaitu dalam mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan 
lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan tepat waktu, prosedur dan 
biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.41 
Itulah beberapa AAUPB yang tertulis berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 
(2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 
Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua 
peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sebagian kecil dari gambaran 
umum AAUPB dan masih banyak lagi jenis AAUPB yang diatur dalam peraturan 
perundang-undang lainnya. 
Adapun AAUPB yang tidak tertulis,  misalnya asas keseimbangan, asas 
kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas 
permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan 
yang wajar, asas meniadakan suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas 
panduan hidup atau cara hidup, asas kebijaksanaan dan lain-lain. 
Asas keseimbangan maksudnya dalam mengeluarkan keputusan atau 
perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus 
memperhatikan keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi; Asas kesamaan dalam 
mengambil keputusan maksudnya yaitu keputusan yang dikeluarkan atau perbuatan 
pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan fakta-fakta 
                                                          
41Anggota IKAPI, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Bandung: Fokusmedia, 
2014), h. 66-68. 
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yang sama; Asas motivasi untuk setiap keputusan maksudnya yaitu pemerintah harus 
mengemukakan alasan sebab keputusan dikeluarkan atau perbuatan pemerintahan 
lainnya yang dilakukan; Asas permainan yang layak sejenis dengan asas keterbukaan; 
Asas keadilan dan kewajaran sejenis dengan asas larangan penyalahgunaan 
kewenangan; Asas menanggapi pengharapan yang wajar maksudnya yaitu setiap 
kebijakan yang direncanakan, yang dijanjikan kepada masyarakat wajib dipenuhi; 
Asas meniadakan suatu keputusan yang batal maksudnya yaitu pemerintah 
berkewajiban memberi ganti kerugian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang 
merugikan orang atau badan hukum perdata dan Keputusan Tata Usaha Negara 
dibatalkan; Asas perlindungan atas panduan hidup atau cara hidup maksudnya yaitu 
dalam mengeluarkan keputusan atau perbuatan pemerintahan lainnya yang dilakukan 
oleh pemerintah harus melindungi kehidupan pribadi masyarakat terkait; Asas 
kebijakan maksudnya yaitu dalam melakukan perbuatan pemerintahan tidak perlu 
harus berpijar pada kaidah hukum formal.42 
Berdasarkan diskusi terbatas para pakar hukum Tata Usaha Negara yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi 
Negara pada 11 Februari 1994 salah satunya menghasilkan bahwa AAUPB memang 
tidak dituangkan secara konkret dan formal dalam suatu peraturan perundang-
undangan tentang AAUPB secara khusus, karena AAUPB merupakan cerminan 
norma-norma etis pemerintahan yang baik yang wajib dipatuhi. Sehingga sangat 
wajar jika terdapat AAUPB yang tidak tertulis.43 
                                                          
42 Ridwan  H.R,  Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, h. 246-262. 
43Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 14. Dikutip dalam R. Wiyono, Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi II, h. 91-92. 
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Sejak berlakunya Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada saat itu pula AAUPB dinyatakan secara 
jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh suatu peraturan 
perundang-undangan, walaupun sebelumnya telah terdapat beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur AAUPB tetapi diluar lingkup Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
AAUB dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa fungsi. Bagi 
pelaksanaan Administrasi Negara, AAUPB berfungsi sebagai pedoman dalam 
penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas 
substansinya. Adapun bagi badan legislatif, AAUPB berfungsi dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan. Kemudian terkhusus bagi warga masyarakat, 
AAUPB dapat berfungsi sebagai alasan gugatan Tata Usaha Negara dan bagi hakim, 
AAUPB dapat berfungsi menjadi salah satu dasar pengujian Keputusan Tata Usaha 
Negara (yang akan diurai pada sub selanjutnya).44 
Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang kaitannya dengan AAUPB, yaitu 
dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 1994 Nomor 
10K/TUN/1992 yang membatalkan surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Gianjar yang memerintahkan pembongkaran bangunan milik Penggugat, karena di 
jalur jalan dilarang untuk didirikan bangunan, ternyata terdapat pula bangunan lain 
yang dibiarkan. Jadi keputusan yang dikeluarkan tersebut dinyatakan batal, karena 
telah terjadi pelanggaran terhadap asas kesamaan.45 
                                                          
44Ridwan  H.R,  Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, h. 239. 
45Jazim Hamid, Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Layak, h. 63-72. Dikutip dalam R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara, Edisi II, h. 99. 
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Maka dapat dipahami bahwa alasan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
terdiri atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan 
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang Baik (AAUPB). Keputusan Tata 
Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat 
ditinjau dari segi tidak sesuai materi, tidak sesuai prosedur dan penyalahgunaan 
wewenang berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha. Kemudian penyalahgunaan wewenang terdiri atas 
melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan dan sewenang-wenang 
berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. Sedangkan AAUPB dapat digunakan sebagai alasan 
gugatan Tata Usaha Negara untuk menguatkan alasan “Keputusan Tata Usaha 
Negara yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” 
atau dapat berdiri sendiri sebagai alasan gugatan. 
B. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Sebagai Dasar Pengujian Gugatan  
Berikut akan diuraikan tentang Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian gugatan berdasarkan 
putusan hakim yang dipilih secara acak, sebagaimana berikut: 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 
PK/TUN/2016, tanggal 8 Desember 2016 yang mengadili antar Rektor Universitas 
17 Agustus 1945 (UPA 45) Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai 
Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melawan Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, 
Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani dan Alfi Wibowo yang 
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merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UPA 45) Jakarta, Termohon 
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat 
Adapun kronologi sengketa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 
sekitar pukul 09.30 s/d 14.00 WIB. dan hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar 
pukul 14.00 s/d 17.00 WIB. beberapa mahasiswa FISIP UTA 45 Jakarta melakukan 
aksi demonstrasi di depan Kampus UTA 45 Jakarta, yang pada intinya 
mempertanyakan kasus yang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta serta 
menentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas 17 
Agustus 1945 Jakarta. Maka dikeluarkan Surat Keputusan Rektor UTA 45 Jakarta 
Nomor 04/SK-REK/SM/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang skorsing kepada 
salah satu dari mahasiswa FISIP yaitu Saudara Zainuddin Alamon, NPM: 
1035060002 Fakultas ISIP UTA 45 Jakarta. Dengan melanjutkan keputusan 
berdasarkan Surat Keputusan Rektor UTA 45 Jakarta Nomor 015/SK-
REK/SM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang menetapkan yang bersangkutan untuk 
menerima sanksi pemberhentian karena mengikuti Demo I di Tahun 2013 tetapi atas 
kebijaksanaan Ketua Yayasan terdahulu dimaafkan dan diterima untuk berkuliah 
kembali di Semester Gasal 2013/2014. 
Penggugat pun mengajukan gugatan dengan alasan gugatan, yaitu: 
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
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Termasuk juga peraturan yang dibuat oleh Tergugat sendiri (Peraturan Tata 
Tertib Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta); 
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas 
proporsionalitas, asas persamaan, asas kecermatan, asas pemberian alasan, asas 
larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan bertindak sewenang-
wenang. 
Majelis Hakim pun menetapkan menolak permohonan peninjauan kembali 
dari Pemohon Peninjauan Kembali.  Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 
PK/TUN/2016, yaitu: 
1. Bahwa pemberhentian mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertentangan 
dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta melanggar asas kepastian hukum; 
2. Bahwa selain daripada itu alasan-alasan permohonan peninjauan kembali hanya 
berupa perbedaan pendapat dengan Judex Juris, karenanya putusan Judex Juris 
sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata 
sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009. 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 
K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017. Sengketa antara Chuck Suryosumpeno, S.H., 
MBA, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat melawan Jaksa 
Agung Republik Indonesia, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat. 
Adapun kronologis sengketa yaitu bahwa berdasarkan objek sengketa yaitu 
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, 
tanggal 18 Nopember 2015 maka Penggugat dikenakan sanksi disiplin karena selaku 
TIM Jaksa Pengadilan Negeri (JPN) telah mengambil langkah sendiri berupa 
perdamaian atas gugatan ahli waris Taufik Hidayat, tidak 
memberitahukan/melibatkan kepada anggota TIM JPN lainnya dan tindakan yang 
dilakukan tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan sehingga tidak 
sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung. 
Kemudian Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan gugatan, yaitu: 
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
a. Penerbitan objek sengketa melewati jangka waktu, melanggar Pasal 66 ayat 
(3) Peraturan Jaksa Agung No. Per-022/A/JA/03/2011; 
b. Penerbitan objek sengketa melewati jangka waktu, melanggar Pasal 31 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-015/A/JA/07/2013; 
c. Pemberitahuan objek sengketa, melanggar Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) 
Peraturan Jaksa Agung No. Per-022/A/JA/03/2011; 
d. Penggugat tidak diberikan kesempatan mengajukan saksi dan/atau alat bukti 
lainnya, melanggar Pasal 83 Peraturan Jaksa Agung No. Per-
022/A/JA/03/2011; 
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e. Penggugat diperiksa oleh pemeriksa dengan pangkat lebih rendah, 
melanggar Pasal 49 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. Per- 
022/A/JA/03/2011; 
f. Dalam pemeriksaan, Penggugat tidak diberikan Berita Acara Permintaan 
Keterangan, melanggar Pasal 50 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung No. Per-
022/A/JA/03/2011. 
2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 
a. Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak 
mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan khususnya 
Peraturan Jaksa Agung No. Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan 
Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia jo. Peraturan Jaksa Agung No. 
Per-015/A/JA/07/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung No. 
Per-022/A/JA/03/2011; 
b. Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena pada saat penerbitan objek 
sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan 
dimana atas penyelesaian perkara secara damai terkait gugatan ahli waris 
Taufik Hidayat, sebelumnya telah dilaporkan secara tertulis oleh Penggugat 
sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Barang Rampasan dan 
Barang Eksekusi dalam Nota Dinas No. ND-
30/SATBARA.BSE/KT/09/2012, tanggal 24 September 2012, kepada Jaksa 
Agung RI dan telah memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung RI 
sebagaimana tercantum dalam lembaran nota dinas tersebut.  
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Majelis Hakim menetapkan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 K/TUN/2017 yaitu: 
1. Pemohon Kasasi selaku Tim JPN telah mengambil langkah sendiri berupa 
perdamaian atas gugatan ahli waris Taufik Hidayat, tidak 
memberitahukan/melibatkan kepada anggota Tim JPN lainnya dan tindakan yang 
dilakukan khususnya penetapan angka Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar 
rupiah) sebagai hak negara tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
pimpinan secara berjenjang dalam perkara No. 375/Pdt/G/2012/PN.JKT.BAR 
serta tidak dilakukan ekspose sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf 
a dan b Peraturan Jaksa Agung RI No. 40/A/JA/12/2010 tanggal 13 Desember 
2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan TUN; 
2. Tindakan Pemohon Kasasi tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 
karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17, Pasal 
10 angka 3, angka 7 dan angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-
022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor Per-015/A/JA/07/2013, dan tindakan Pemohon Kasasi 
berdampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara karena menyangkut 
uang pengganti yang merupakan hak negara, sehingga dengan demikian 
substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
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3. Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian 
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana 
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau 
ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 30 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum. 
Berdasarkan pertimbangan hakim pada nomor satu dan dua  Majelis Hakim 
menolok alasan gugatan penggugat dengan mengemukakan pula bukti bahwa 
Pemohon Kasasi telah bertindak melawan hukum, dengan melanggar peraturan 
perundang-undangan.  
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 
K/TUN/2017, tanggal 26 Oktober 2016 sengketa antara Sulista, Pemohon Kasasi 
dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan Aspiansyah, Termohon 
Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat.  
Adapun kronologis sengketa yaitu bahwa tanah yang menjadi objek dari objek 
sengketa  adalah secara formal terdaftar atas nama Asra ayah Penggugat atau anak 
dari Alm. Hasan Sarihat dan tanah dari objek sengketa merupakan tanah peninggalan 
Alm. Hasan Sarihat dan isterinya Almh. Sorehat.  Kemudian Amir (Amir bin Hasan) 
melepaskan hak atas objek dari objek sengketa kepada Sastro sebagaimana Akta 
Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat 
Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie, BA. Selanjutnya Sastro menjualnya kepada 
Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah. Kemudian dijual lagi kepada Sulista. 
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Penggugat pun mengajukan gugatan dengan alasan gugatan, yaitu: 
1. Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 PP No. 24 huruf 
(a) dan (b) Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: 
a. Hak atas tanah baru, dibuktikan dengan: 
1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak 
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila hak tersebut 
berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Faktanya Amir tidak 
memiliki penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang untuk 
menjual tanah kepada Sastro; 
2) Asli akta PPAT yang membuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak 
milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna 
bangunan dan hak pakai atas tanah milik. 
b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan 
oleh pejabat yang berwenang. Faktanya Amir tidak memiliki hak pengelolaan 
yang dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat 
yang berwenang. 
2. Camat Samarinda Ilir telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
antara lain:  
a. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan yang mengutamakan 
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menyelenggarakan Negara, 
akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie tidak 
meneliti keabsahan alas hak Amir untuk menjual kepada Sastro; 
b. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelengaraan Negara, 
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akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie tidak 
menjalankan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan secara 
konsekuen, sehingga sekarang ini kepentingan Penggugat selaku ahli waris 
dari Alm. Asra dan Alm. Hasan Sarihat dirugikan; 
c. Asas Akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap perbuatan penyelenggara 
Negara harus dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi faktanya perbuatan 
Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie dahulu telah mengakibatkan 
permasalahan hukum sekarang ini. 
Majelis Hakim pun menetapkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2017 yaitu bahwa 
substansi permasalahan pengujian sertifikat objek sengketa adalah tentang warisan 
tanah a quo, oleh karena itu harus diputuskan terlebih dahulu melalui Peradilan 
Umum. 
Pada dasarnya alasan gugatan yang diajukan Penggugat (Termohon Kasasi) 
memiliki kekuatan hukum untuk diajukan ke persidangan, hanya saja harus diperkuat 
putusan tentang kewarisan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dan dalam alasan 
gugatan tidak menekankan masalah kewarisan melainkan harus menekankan pada 
sengketa Tata Usaha Negara.  
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis 
Hakim sependapat dengan alasan gugatan penggugat yaitu, pemberhentian mahasiswa 
yang melakukan unjuk rasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
AAUPB. 
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Berdasarkan putusan-putusan hakim tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
ada tiga kondisi yang mungkin terjadi ketika mengajukan alasan gugatan, yaitu hakim 
sependapat alasan gugatan penggugat, hakim tidak sependapat alasan gugatan 
penggugat, dan hakim menyampingkan menguji alasan gugatan. 
Ketika hakim sependapat dengan alasan penggugat, maka alasan gugatan yang 
diajukan oleh penggugat telah tepat secara materiil sehingga gugatan penggugat 
dikabulkan; ketika hakim tidak sependapat dengan alasan penggugat, maka alasan 
gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak tepat secara materiil sehingga gugatan 
penggugat ditolak; dan ketika hakim menyampingkan menguji alasan gugatan, maka 
terdapat keadaan hukum tertentu yang bersifat formal atau materiil yang tidak 
dipenuhi oleh penggugat terlebih dahulu sehingga gugatan ditolak atau tidak diterima.
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BAB IV 
ANALISIS PASAL 53 AYAT (2) UU NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENDEKATAN AL-
SIYĀSAH AL-SYARIĀH 
 
Berikut akan diuraikan tentang Analisis Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan dan Sebagai 
Dasar Pengujian Gugatan dalam Pendekatan al-Siyāsah al-Syariāh. Pendekatan  al-
siyāsah al-syariāh  maksudnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasal 
tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh, 
sebagaimana berikut yaitu: 
A. Analisis Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan dalam Pendekatan al-Siyāsah al-
Syariāh 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki kesamaan dengan salah 
satu peradilan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Terdapat praktik yang 
serupa yang pernah dilakukan oleh Rasūlullāh saw. dengan wewenang Peradilan Tata 
Usaha Negara, tetapi pada masa tersebut hanya sekadar praktik yang serupa dan 
belum terdapat lembaga yang serupa dengan  Peradilan Tata Usaha Negara. 
Salah satu sengketa yang serupa dengan sengketa Tata Usaha Negara yang 
pernah ditangani oleh Rasūlullāh saw. dan menjadi dasar peradilan yang serupa 
dengan peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem hukum Islam yaitu, seorang dari 
kalangan Anṣār bersengketa dengan al-Zubair di hadapan Rasūlullāh saw. tentang 
aliran air di daerah al-Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan 
kurma. Berkata orang Anṣār tersebut: "Bukalah air agar bisa mengalir?" al-Zubair 
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menolaknya lalu keduanya bertengkar di hadapan Rasūlullāh saw. Maka Rasūlullāh 
saw. berkata kepada al-Zubair: "Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat 
tetanggamu". Maka orang Anṣār itu marah seraya berkata; "Tentu saja kamu bela dia 
karena dia putra bibimu".46 Sehingga turunlah QS. an-Nisā’/4: 65, Allah swt. 
berfirman:47 
 
     
☺ ☺  
 ▪    
  ☺ 
 ☺ 
☺     
Terjemahannya: 
 
Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan 
engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, 
(sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap 
putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. 
Pada ayat tersebut menerangkan bahwa hukum yang ditetapkan oleh 
Rasūlullāh saw. (dan lebih-lebih para hakim selain beliau) harus berdasarkan keadilan 
bagi masyarakat.48 Tetapi, perlu dicatat bahwa mengingkari putusan hakim 
menandakan kekufuran hanya berlaku bagi putusan Rasūlullāh saw., tidak berlaku 
                                                          
46Muhammad bin Ismaīl al-Bukhārī, S̠ahīh al-Bukhārī, nomor: 2187. Dalam Kitab 9 Imam 
(database online) (Lidwa Pusaka i-Software: t.t., t.th.) Diakses pada 30 April 2017, 
http://localhost:5000/. 
47Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (t.t.: t.p., 2012), h. 
115. 
48M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh (Cetakan I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.  496. 
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dalam putusan hakim selain Rasūlullāh saw.49 Sehingga, dapat dipahami dalam 
menyelesaikan suatu sengketa, seseorang hakim haruslah bersikap adil dan 
mempersamakan setiap orang di dalam majelisnya, walaupun pihak yang berperkara 
tidak seimbang kedudukannya, salah satu contohnya sengketa anata al-Zubair dan 
orang Anṣār tersebut. 
Pada dasarnya sengketa anata al-Zubair dan orang Anṣār tersebut merupakan 
sengketa tentang perikanan atau perkebunan atau pertanian, hanya saja pada 
penelitian ini tidak difokuskan pada sengketa tersebut. Penelitian ini memfokuskan 
pada ketidakseimbangan antara pihak berperkara yaitu al-Zubair sebagai anak bibi 
Rasūlullāh saw dan orang Anṣār yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan 
Rasūlullāh saw. orang Anṣār tersebut pun merasa bahwa keputusan yang 
memenangkan al-Zubair tidak adil (al-Zubair dimenangkan hanya karena hubungan 
keluarga). Sehingga kesamaan antara sengketa anata al-Zubair dan orang Anṣār 
tersebut dengan sengketa Tata Usaha Negara yaitu tidak seimbangnya pihak yang 
berselisih dan seseorang yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu 
keputusan. Sengketa seperti ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah maẓālim. 
Dengan peristiwa maẓālim yang diselesaikan oleh Rasūlullāh saw. sebagai 
qaḍī maẓālim dan QS. an-Nisā’/4: 65 membenarkan putusan yang ditetapkan oleh 
Rasūlullāh saw. Maka sejak peristiwa tersebut, praktik peradilan maẓālim dikenal dan 
dipraktikkan hingga generasi selanjutnya.  
Pasca wafatnya Rasūlullāh saw. maka pemerintahan dilanjutkan oleh al-
khulafā al-Rāsyidūn. Pada masa tersebut, sengketa terkhusus maẓālim sangat jarang 
terjadi. Karena pada masa tersebut kesadaran hukum umat Islam sangat tinggi. 
                                                          
49M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh, h.  497. 
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Walaupun demikian, sekali-kali sengketa pun dapat terjadi dan diselesaikan di 
pengadilan biasa (wilāyah al-qaḍā).50 Kemudian, kebutuhan akan wilayah al-maẓālim 
sangat dibutuhkan ketika pada masa banū Umayyah, karena para khalīfah yang 
bersikap nepotisme. Sehingga pada masa pemerintahan Khalīfah ‘Abdu al-Malik ibnu 
Marwān memutuskan bahwa urusan wilāyah al-maẓālim harus dipisahkan dengan 
urusan wilāyah al-qaḍā dengan menyelesaikan sengketa maẓālim pada hari tertentu 
dan nazīr maẓālim pada masa itu diserahkan kepada qaḍī Ibnu Idrīs al-Audy. Selain 
Khalīfah ‘Abdu al-Malik ibnu Marwān, khalīfah banū Umayyah yang sangat 
memberi perhatian yang besar terhadap wilāyah al-maẓālim yaitu khalīfah Umar ibnu 
Abdu al-Azīz.51 
Berdasarkan praktik peradilan maẓālim oleh Rasūlullāh saw. yang dipertegas 
QS. an-Nisā’/4: 65, serta praktik  peradilan maẓālim generasi selanjutnya setelah 
wafatnya Rasūlullāh saw. maka dapat dipahami bahwa qaḍī al- maẓālim atau wilāyah 
al- maẓālim sangat penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa 
maẓālim dalam sistem hukum Islam. 
Kata dasar dari al- maẓālim yaitu ẓulum yang berarti meletakkan sesuatu 
bukan pada tempatnya atau sewenang-wenang atau ketidakadilan.52 Sehingga 
sengketa maẓālim sengketa yang timbul karena tindakan aniaya atau tindakan tidak 
adil atau tindakan sewenang-wenang.   
Menurut al-Ragib al-Aṣfaḥanī sebagai seorang ahli hikma (al-hukamah) 
membagi ẓulum atas tiga jenis yaitu ẓulum antara manusia dan Tuhan, ẓulum antara 
                                                          
50Al-Māwardī, al-Ahkamu al-Sulṭaniyah (Bairūt: Dar al-Fikr, t.th.) h. 77.  
51Al-Māwardī, al-Ahkamu al-Sulṭaniyah (Bairūt: Dar al-Fikr, t.th.) h. 78. 
52Ahmad Warsono Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Cetakan 
XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 882.  
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manusia dan manusia dan ẓulum antara manusia dengan dirinya sendiri..53 Ẓulum 
jenis kedua, yaitu ẓulum antara manusia dan manusia, yang dimaksud dengan 
sengketa maẓālim sebagaimana dikemukakan sebelumnya . 
Dalam sistem hukum Islam, ketika terjadi sengketa maẓālim maka untuk 
menyelesaikan sengketa dapat diajukan kepada qaḍī al-maẓālim (hakim peradilan 
maẓālim) atau wilāyah al- maẓālim (badan peradilan maẓālim). wilāyah al- maẓālim 
adalah lembaga peradilan yang mengadili tindakan aniaya atau tindakan tidak adil 
atau tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa, hakim-hakim atau anak-anak 
khalīfah terhadap rakyat.54 Sedangkan qaḍī al-maẓālim berwenang memberikan 
putusan terhadap sengketa berupa perselisihan antara rakyat dan negara atau pegawai 
negara serta legalitas suatu peraturan perundang-undangan.55 
Kewenangan wilāyah al-maẓālim serupa dengan kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan kewenangan atara wilāyah 
al-maẓālim dan Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada subyek dan obyek 
sengketa. Dimana pada wilāyah al-maẓālim dan Peradilan Tata Usaha Negara 
subyeknya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah  dan orang 
atau badan hukum perdata atau rakyat, sedangkan obyek sengketa yaitu Keputusan 
Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata atau perbuatan 
ẓālim. Berdasarkan persamaan tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
                                                          
53Al-Ragib Al-Aṣfaḥānī, Mu’jam al-Mufradāt al-Fafaẓ al-Qur’ān (Beirut: t.p., t.th.), h.326 
Dikutip dalam Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam (Cetakan I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 152. 
54Muhammad Salam Madkur, al-Qaḍā fi al-Islam (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1964), 
h. 141. Dikutip dalam Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam, 153. 
55Munajar Ibn Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Hukum Islam 
(t.t.: Erlangga, 2008), h. 317. 
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sistem hukum Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al- syariāh. Tetapi 
terdapat perbedaan anatara wilāyah al-maẓālim dan Peradilan Tata Usaha Negara, 
yaitu kewenangan wilāyah al-maẓālim lebih luas ketimbang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Peradilan Tata Usaha Negara hanya memutuskan sengketa yang timbul 
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang mengakibatkan orang atau badan hukum perdata merasa 
dirugikan. Sedangkan wilāyah al-maẓālim berwenang terhadap segala tindakan 
pemerintah yang ẓālim, tidak hanya keputusan, tapi juga peraturan perundang-
undangan.  
Tetapi, tidak mengurangi bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem 
hukum Indonesia telah sesuai dengan al-siyasah al-syariāh.” Karena pada dasarnya 
wilāyah al-maẓālim dan Peradilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa, 
mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul akibat perbuatan ẓālim pemerintah 
kepada rakyat atau sengketa Tata Usaha Negara. 
Sengketa Tata Usaha Negara dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputuskan 
oleh peradilan Tata Usaha Negara, maka harus terlebih dahulu diajukan gugatan 
kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara salah satu 
syaratnya yaitu gugatan tersebut harus berdasarkan alasan yang layak berdasarkan 
Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Pada sub ini, akan dilakukan analisis terhadap materi muatan Pasal 53 Ayat 
(2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan 
al-siyāsah al-syariāh, maksudnya yaitu apakah kandungan materi muatan Pasal 53 
Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai 
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atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh (hukum administrasi 
Islam). Tujuan analisis tersebut, yaitu mengingat Indonesia sebagai negara mayoritas 
muslim di negara dengan bukan sistem hukum Islam, tentunya mengharapkan agar 
peraturan perundang-undangan Indonesia mencerminkan nilai-nilai Islam walaupun 
Indonesia bukan negara dengan sistem hukum Islam. 
Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara merupakan bagian dari Hukum Acara Tata Usaha Negara. Sehingga yang 
akan dianalisis pada penelitian ini yaitu alasan gugatan secara formal apakah telah 
sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam, bukan materi alasan gugatan. 
Untuk mengetahui Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan hukum 
Islam, akan digali dan dicocokkan dengan ayat-ayat al-Qur’ān atau Sunnah 
Rasūlullāh saw. dengan pasal tersebut. Karena pada dasarnya al-Qur’ān hanya 
memaktubkan tata nilai. Demikian pula dengan Sunnah.56 
Dalam sistem hukum Islam, tidak semua ketentuan hukum bersumber dalam 
al-Qur’ān atau Sunnah. Dibolehkan bagi ūlīl amri atau pihak yang berwenang untuk 
menetapkan peraturan perundang-undangan atau jenis peraturan hukum lainnya 
selama tidak bertentangan dengan syariāh. Karena hal tersebut, dalam penelitian ini 
dititikberatkan pada analisis terhadap Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan 
nilai-nilai al-siyāsah al- syariāh. 
                                                          
56H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariat, Edisi II (Jakarta: Pernada Media, 2003), h. 4. 
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Berikut analisis terhadap Pasal 53 Ayat (2) butir (a) dan butir (b) UU Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pendekatan al-siyāsah al-
syariāh. Sebagaimana berikut:  
1. Analisis Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan dalam 
Pendekatan al-Siyasah al-Syariāh 
Kandungan materi muatan Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa dalam mengajukan 
gugatan harus berdasarkan alasan yang layak, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang ditetapkan 
oleh pemerintah dengan prosedur yang telah disepakati. Kewajiban untuk mentaati 
peraturan perundang-undangan dapat diketahui berdasarkan firman Allāh swt. dalam 
QS. an-Nisā’/4:59. yaitu:57 
 
  
   
 ▪ 
     
    
  ▪  
   
                                                          
57Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 114. 
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    
       
Terjemahannya 
 
Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 
dan Ūlil Amrī (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
Pada ayat tersebut terdapat tiga perintah yaitu perintah (kewajiban) mentaati 
Allāh swt. dengan mentaati hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat dalam al-
Qur’ān, perintah (kewajiban) mentaati Rasūlullāh saw. dengan mentaati hukum-
hukum atau aturan-aturan yang terdapat dalam hadīṡ (Sunnah) dan perintah 
(kewajiban) mentaati ūlīl amri selama tidak bertentangan dengan al-Qur’ān dan hadīṡ 
(Sunnah), serta jika terdapat perselisihan pendapat maka untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat tersebut maka harus merujuk kepada al-Qur’ān dan hadīṡ 
(Sunnah).58 
Ūlīl amri dapat berijtihad untuk menetapkan peraturan perundang-undangan 
ketika terdapat suatu keadaan hukum yang tidak ditetapkan atau tidak jelas dalam al-
Qur’ān dan hadīṡ (Sunnah) atau keadaan hukum dimana al-Qur’ān dan hadīṡ 
(Sunnah) dikesampingkan untuk mencapai maqāṣidu syarī’ah (seperti ketika ‘Umar 
ibnu al-Khaṭṭab tidak menerapkan sanksi potong tangan kepada pelaku tindak pidana 
pencurian pada masa paceklik, tapi hanya dikenakan sanksi penjara).  
Peraturan perundang-undangan sebagai produk ijtihad oleh ūlīl amri, wajib 
ditaati bagi setiap subjek hukum karena mentaati peraturan perundang-undangan  
                                                          
58Dudung Abdullah, “Tafsir QS. an-Nisā’/4:59” (Materi Kuliah Tafsir Hukum, Semester VI, 
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang disampaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, 
Makassar, Maret 2016). 
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merupakan bentuk dari mentaati ūlīl amri atau pemerintah berdasarkan QS. an-
Nisā’/4:59.  
Subyek hukum maksudnya yaitu ūlīl amri (pemerintah) dan rakyat. Sehingga 
baik ūlīl amri (pemerintah) atau rakyat wajib mentaati peraturan perundang-undangan 
yang telah diundangkan. Hal ini berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum, 
sebagaimana dalam Risālah al-Qaḍā yang dikirim oleh ‘Umar ibnu al-Khaṭṭab 
kepada beberapa hakim, salah satunya Abu Mūsa al-Asy’arī yang bertugas di Baṣrah, 
yaitu:59 
 
...كلدعو كسلجمو كهجو ىف سانلا نيب سآو... 
Artinya: 
 
“...Samakan-lah manusia dalam pandanganmu, majelismu dan putusanmu,...” 
Sehingga baik rakyat maupun pemerintah ketika melanggar peraturan 
perundang-undangan tertentu, maka patut diadili dan diputuskan terhadap 
perbuatannya, berdasarkan asas persamaan di muka hukum. 
Salah satu perbuatan melawan hukum (melanggar undang-undang) yang 
seringkali dilakukan oleh pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yaitu 
mengeluarkan keputusan yang membuat rakyat (orang atau badan hukum perdata) 
merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut. Rakyat merasa rugi salah 
satunya karena keputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Ketika 
rakyat mengetahui dan menyadari bahwa telah dirugikan akibat keputusan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dapat mengajukan gugatan kepada hakim atau 
pengadilan untuk diselesaikan. 
                                                          
59Misbahudddin, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012) h. 45-47. 
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Dalam sistem hukum Islam, apabila rakyat merasa dirugikan akibat telah 
dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut disebut maẓālim. Sehingga, 
masalah tersebut dapat diajukan kepada qaḍī al-maẓālim atau wilāyah al- maẓālim. 
Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, dapat diajukan kepada Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 
Untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus 
berdasarkan alasan yang layak, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor  9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sub A  nomor 1 ini, akan dilakukan 
analisis terhadap Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara telah atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-siyasāh  
al-syariāh. 
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) butir 
(a) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maksudnya yaitu 
keputusan yang dikeluarkan pemerintah menyalahi substansi atau prosedur atau 
kewenangan yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Bertentangan secara substansi, prosedur dan/atau menyalahgunakan 
kewenangan dalam mengeluarkan keputusan merupakan hal yang tidak dibenarkan 
dalam Islam. Allāh swt. berfirman dalam QS.  al-Qalam/68: 36-41:60 
 
       
    
                                                          
60Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 828-829. 
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       
       
☺   
  ☺   
      
   
      
  
   
✓     
Terjemahannya: 
 
36. Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimana kamu mengambil 
keputusan? 37. Atau apakah kamu mempunyai kitab (yang diturunkan Allah) 
yang kamu pelajari? 38. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada 
di dalamnya. 39. Atau apakah kamu memperoleh (janji-janji yang diperkuat 
dengan) sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; bahwa 
kamu dapat  mengambil keputusan (sekehendakmu)? 40. Tanyakanlah kepada 
mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap 
(keputusan yang diambil itu?)"  41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-
sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika 
mereka orang-orang yang benar. 
Pada ayat tersebut Allāh swt. menolak kebenaran pandangan orang kafir 
terhadap pandangan mereka tentang nasib mereka di Hari Kemudian. Karena mereka 
tidak mempunyai dasar dalam membuat keputusan yaitu al-kitāb (al-Qur’ān).61 
Selain itu, ayat tersebut pun mengajarkan tentang metode menetapkan putusan, yaitu 
                                                          
61Abd Muis Salim, Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an, Edisi I 
(Cetakan III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 164. 
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harus sesuai prosedur sebagaimana dalam ayat 36, harus sesuai substansi 
sebagaimana dalam ayat 37-38 dan tidak menyalahgunakan wewenang (sesuka hati) 
sebagaimana dalam ayat 40, 
Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (2) butir (a) UU Nomor  9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh. 
Tetapi, pasal tersebut dapat dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-
syariāh, apabila digunakan untuk menegakkan hukum materiil yang bertentangan 
dengan nilai-nilai Islam. 
2. Analisis Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Alasan Gugatan dalam 
Pendekatan al-Siyasah al-Syariāh 
Kandungan materi muatan Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU Nomor 9 Tahun 
2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa dalam mengajukan 
gugatan harus berdasarkan alasan yang layak, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB). 
Pada penelitian ini akan dilakukan pula analisis terhadap Pasal 53 Ayat (2) 
butir (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 
pendekatan al-siyāsah al-syariāh untuk mengetahui apakah AAUPB yang diatur 
dalam pasal tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-
syariāh (hukum administrasi Islam). Untuk mengetahui hal tersebut maka setiap 
AAUPB akan ditentukan dasar hukumnya yang terdapat dalam al-Qur’ān dan 
Sunnah, sebagaimana berikut: 
Asas kepastian hukum dapat ditemukan dalam QS. al-Isrā’/17: 15. Salah satu 
kandungan ayat tersebut yaitu seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
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lain, dan Allāh swt. tidak akan mengazab seseorang sebelum mengutus seorang rasūl 
kepada orang tersebut. Hal tersebut selaras dengan asas kepastian hukum, bahwa 
tiada sanksi tanpa aturan. 
Asas tertib penyelenggaraan negara dapat ditemukan dalam QS. asy-Syarḥ/94: 
7, pada ayat tersebut Allāh swt. memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja 
secara berurutan (tertib) dengan sungguh-sungguh dalam segala urusan, salah satunya 
dalam penyelenggaraan negara.  
Asas keterbukaan dapat ditemukan dalam QS. an-Nisā'/4: 58. Salah satu 
kandungan ayat tersebut  yaitu Allāh swt. memerintahkan untuk menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerima haknya. 
Asas proporsionalitas dapat ditemukan dalam QS. al-Qamar/54: 49. pada ayat 
tersebut Allāh swt. mengajarkan pada setiap hambanya agar dalam melakukan atau 
menetapkan sesuatu harus berdasarkan proporsinya atau ukurannya. 
Asas profesionalitas dapat ditemukan dalam QS. al-Isrā'/17: 36. Salah satu 
kandungan ayat tersebut yaitu Allāh swt. melarang  untuk melakukan sesuatu tanpa 
dasar pengetahuan terhadap perkara yang akan atau sedang ditangani. 
Asas akuntabilitas dapat ditemukan dalam QS. al-Muddaṡṡir/74: 38, pada ayat 
tersebut Allāh swt. mengingatkan kepada setiap hambanya bahwa segala tindakan dan 
segala yang terkait pada diri setiap hamba akan diminta pertanggungjawabannya.  
Asas kemanfaatan dapat diketahui dalam hadist yang diriwayatkan aṭ-Ṭrabanī 
dalam al-Mu’jam Al-Awasaṭ nomor 5786,  bahwa manusia yang paling dicintai oleh 
Allāh swt. yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.  
Asas ketidakberpihakan dapat ditemukan dalam QS. al-Māidah/5: 8. Salah 
satu kandungan ayat tersebut yaitu Allāh swt. memperingatkan dan memerintahkan 
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agar kebencian terhadap sesuatu kaum, jangan mendorong seseorang untuk berlaku 
tidak adil.  
Asas kecermatan  dapat ditemukan dalam QS. al-Ḥujurāt/49: 6. Salah satu 
kandungan ayat tersebut yaitu Allāh swt. mengajarkan untuk mengkonfirmasi setiap 
informasi yang diperoleh.  
Asas tidak menyalahgunakan wewenang dapat ditemukan  dalam QS. al-
Baqarah/2: 42, pada ayah tersebut Allāh swt. mengingatkan dan memerintahkan agar 
tidak mencampurkan antara hak dan batil atau menyalahgunakan kewenangan.  
Asas kepentingan umum dapat ditemukan dalam QS. al-Ḥasyar/59: 9. Salah 
satu kandungan ayat tersebut sikap kaum Anṣār yang mendahulukan kepentingan 
kaum Muhajrīn diatas kepentingan mereka. Sikap kaum Anṣār tersebut 
menggambarkan asas kepentingan umum. 
Asas pelayanan yang baik dapat ditemukan dalam QS. āli-‘Imrān/3: 159. Salah 
satu kandungan ayat tersebut yaitu perintah bersikap lemah lembut (pelayanan yang 
baik) dan larangan bersikap kasar (pelayanan yang buruk). Karena ketika bersikap 
kasar maka orang-orang akan menjauh. 
Asas keseimbangan dapat ditemukan dalam QS. al-Isrā’/17: 7. Salah satu 
kandungan ayat tersebut tentang setiap tindakan ada akibat yang ditimbulkan dari 
tindakan tersebut. Tindakan baik berakibat baik dan tindakan buruk berakibat buruk 
(dapat berupa sanksi). 
Asas kesamaan dapat ditemukan dalam QS. al-Ḥujurāt/49: 13. Salah satu 
kandungan ayat tersebut yaitu bahwa setiap orang, siapapun orang tersebut, 
kedudukan orang tersebut dengan orang lain (apapun posisinya) adalah sama di sisi 
Allāh swt.  
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Asas motivasi untuk setiap keputusan dapat diketahui dari hadīṡ yang 
diriwayatkan oleh Muslim dalam S̠ahīh Muslim nomor: 1, pada hadist tersebut 
disebutkan bahwa setiap tindakan tergantung niat atau maksud atau motivasi 
melakukannya.  
Asas menanggapi pengharapan yang wajar dapat ditemukan dalam QS. an-
Naḥl/16: 91. Salah satu kandungan ayat tersebut yaitu Allāh swt. melarang 
membatalkan sumpah-sumpah atau janji-janji yang telah ditetapkan, selama sumpah 
atau janji tersebut tidak bertentangan dengan syariāh. 
Asas perlindungan atas panduan hidup atau cara hidup dapat ditemukan dalam 
QS.al-Kahf/18:29. Pada ayat tersebut Allāh swt. membebaskan pada setiap orang 
untuk meyakini dan melaksanakan agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama 
memberi isyarat bahwa setiap orang bebas menjalani hidupnya. Tetapi, dalam Islam, 
kebebasan selalu beriringan dengan tanggung jawab. 
Asas meniadakan suatu keputusan yang batal dapat ditemukan dalam Ṣahīh 
Bukhārī nomor: 344. Pada hadīṡ tersebut Rasūlullāh saw. dan sahabatnya 
mengajarkan bahwa tindakan pidana (seperti pembunuhan) dapat digantikan dengan 
diyat (ganti rugi). Sehingga, hadīṡ tersebut memberi isyarat bahwa setiap pelanggaran 
dapat dikenakan ganti kerugian, termasuk ganti kerugian oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara karena mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB. 
Asas keadilan dan asas kebijaksanaan dapat ditemukan dalam QS. an-Naḥl/16: 
90. Salah satu kandungan ayat tersebut yaitu Allāh swt. memerintahkan untuk berlaku 
adil dan berbuat kebijakan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka AAUPB yang digunakan sebagai dasar 
mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara kepada pengadilan Tata 
Usaha Negara telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh atau hukum 
administrasi Islam. Tetapi, AAUPB tersebut dapat menjadi tidak sesuai dengan nilai-
nilai al-siyāsah al-syariāh, apabila AAUPB tersebut digunakan untuk menegakkan 
hukum materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 
Pasal 53 ayat (2) butir (a)  dan (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh. 
Tetapi, pasal tersebut dapat berubah kedudukan hukumnya menjadi tidak sesuai 
dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh, apabila digunakan untuk menegakkan hukum 
materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 
Salah satu contoh sengketa dimana Pasal 53 ayat (2) butir (a)  dan butir (b) UU 
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak sesuai 
dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh, karena digunakan untuk menegakkan hukum 
materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu keputusan Centrale Raad 
van Beroep tanggal 29 Mei 1951, yang membatalkan keputusan mengenai tindakan 
disiplin yang telah dikenakan terhadap seorang pegawai yang mengadakan hubungan 
kelamin dengan sekretarisnya dengan dasar alasan asas perlindungan atas pandangan 
hidup dan cara hidup.62 Tentu saja hubungan kelamin antara pegawai dengan 
sekretaris merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan salah satu dari 
tujuh tindak pidana hudūd.  Asas perlindungan atas pandangan hidup dan cara hidup 
merupakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi jika digunakan untuk 
                                                          
62Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
Administrasi Negara (Cetakan IV; Bandung: Alumni, 1985) h. 34. Dikutip dalam R. Wiyono, Hukum 
Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi II, h. 105. 
91 
 
 
 
membenarkan perbuatan yang dilarang oleh syariāh, maka hal tersebut tidak 
dibenarkan atau telah bertentangan dengan nilai-nilai al-siyasāh al-syariāh. 
Maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan Tata Usaha Negara secara 
formal berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) butir (a)  dan butir (b) UU Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah 
al-syariāh, tetapi dapat berubah kedudukan hukumnya menjadi tidak sesuai dengan 
nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh apabila digunakan untuk menegakkan aturan hukum 
materiil yang bertentangan dengan syariāh. 
B. Analisis Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara Sebagai Dasar Pengujian Gugatan dalam Pendekatan al-
Siyasah al-Syariāh 
Berikut akan diuraikan tentang Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian gugatan dalam 
Pendekatan al-siyāsah al-syariāh (apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan 
nilai-nilah al-siyāsah al-syariāh) berdasarkan putusan hakim yang dipilih secara 
acak, sebagaimana berikut: 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 
K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017. Majelis Hakim menetapkan bahwa menolak 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.  Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa 
Majelis Hakim menolok alasan gugatan penggugat dengan mengemukakan pula bukti 
bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak melawan hukum, dengan melanggar 
peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 
K/TUN/2017, tanggal 26 Oktober 2016. Majelis Hakim menetapkan bahwa 
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Kerena seharusnya untuk 
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mengajukan gugatan harus terlebih dahulu ada putusan tentang kewarisan melalui 
Peradilan Umum. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 
PK/TUN/2016, tanggal 8 Desember 2016.  Majelis Hakim menetapkan Menolak 
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasrkan 
pertimbangan yaitu, pemberhentian mahasiswa yang melakukan unjuk rasa 
bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta melanggar asas kepastian hukum. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya hakim dalam 
menetapkan hukum yang kaitannya Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat tiga bentuk yaitu, hakim sependapat 
alasan gugatan penggugat, hakim tidak sependapat alasan gugatan penggugat, dan 
hakim menyampingkan alasan gugatan. 
Pada dasarnya upaya hakim dalam menetapkan putusan (menjadikan Pasal 53 
ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alat 
menguji gugatan), secara tidak langsung telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-
syariāh karena pada sub sebelumnya telah diuraikan bahwa meteri muatan Pasal 53 
ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai 
dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh. 
Hakim pun berhak untuk sependapat atau tidak sependapat dengan alasan 
guagatn penggugat sebagaimana dikemukakan dalam beberapa putusan hakim 
93 
 
 
 
tersebut, tentunya harus berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak memihak dan 
adil. 
Kewajiban bersikap adil oleh hakim dapat diketahui melalui QS. an-Nisā’/4: 
65 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan sikap tidak memihak sebagaimna 
asas-asas peradilan dalam Risālah al-Qaḍā yang telah diuraikan sebelumnya. 
Berdasarkan hal tersebut, Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian gugatan (penetapan putusan 
hakim) telah sesuai dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh apabila suatu putusan 
ditetapkan berdasarkan pasal tersebut dengan adil dan tidak memihak.
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Studi Analisis Terhadap 
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam Pendekatan al-Siyāsah al-Syariāh, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kandungan materi muatan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha 
Negara harus berdasarkan alasan yang layak, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (AAUPB); dan terdapat tiga kondisi yang mungkin 
terjadi ketika mengajukan alasan gugatan, yaitu hakim sependapat atau tidak 
sependapat atau menyampingkan menguji alasan gugatan. 
2. Materi muatan dan putusan hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pendekatan al-siyāsah 
al-syariāh, diurai sebagaimana berikut: 
a. Materi Muatan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan    
Tata Usaha Negara sebagai hukum formal telah sesuai dengan nilai-nilai al-
siyāsah al-syariāh.  
b. Kedudukan hukum Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara yang semula yaitu sesuai dengan nilai-nilai al-
siyāsah al-syariāh, dapat berubah menjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai al-
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siyāsah al-syariāh apabila digunakan untuk menegakkan hukum materiil 
yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 
c. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagai dasar pengujian gugatan (penetapan putusan hakim) sesuai 
dengan nilai-nilai al-siyāsah al-syariāh apabila putusan ditetapkan secara 
adil dan tidak memihak. 
B. Implikasi 
Melalui penelitian ini terdapat harapan bagi setiap orang yang 
berkecimpung di dunia hukum, terkhusus bagi para peneliti hukum yaitu:  
1. Diharapkan agar selalu menyumbangkan penelitian terbaru atau mengembangkan 
penelitian terdahulu atau membantah penelitian terdahulu. Karena hukum akan 
terus berubah seiring waktu dan tempat; 
2. Diharapkan  terkhusus bagi para peneliti hukum yang beragama Islam agar 
meneliti setiap peraturan perundang-undangan Indonesia apakah telah sesuai atau 
belum sesuai dengan hukum Islam, guna menjadikan peraturan perundang-
undangan Indonesia mengandung nilai-nilai Islam, walaupun bukan negara yang 
bersistem hukum Islam. 
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PERADILAN TATA UASAHA NEGARA 
Undang-Undang No.  5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Presiden Republik Indonesia, 
 
 
Menimbang: 
 
a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 
bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang 
sejahtera,  aman,  tenteram,  serta  tertib,  yang  menjamin 
persamaan  kedudukan  warga  masyarakat  dalam  hukum,  dan 
yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, 
serta  selaras  antara  aparatur  di  bidang  Tata  Usaha  Negara 
dengan para warga masyarakat; 
 
b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan 
mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara 
bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan 
menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu 
menjadi alat yang efisien, efektit, bersih, serta berwibawa, dan 
yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum 
dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk 
masyarakat; 
 
c. bahwa  meskipun  pembangunan  nasional  hendak  menciptakan 
suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati 
suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang 
berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan 
timbul benturan kepentingan, perselisilian, atau sengketa antara 
Badan   atau   Pejabat   Tata   Usaha   Negara   dengan   warga 
masyarakat  yang  dapat  merugikan  atau menghambat  jalannya 
pembangunan nasional; 
 
d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya 
Peradilan   Tata   Usaha   Negara   yang   mampu   menegakkan 
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga 
dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya 
dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara 
dengan masyarakat; 
 
e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula 
dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  perlu dibentuk 
Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. Negara; 
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Mengingat: 
 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 Undang-
Undang Dasar 1945. 
 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 
 
3. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- 
ketentuan  Pokok   Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara 
Tahun  1970  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 
2951); 
 
4. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah 
Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3316); 
 
 
Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG    TENTANG    PERADILAN   TATA   USAHA  
 NEGARA. 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM 
 
Bagian Pertama 
Pengertian 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Tata  Usaha  Negara  adalah  Administrasi  Negara  yang  melaksanakan  fungsi 
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; 
 
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang 
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku; 
 
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata 
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata; 
 
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata 
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan; 
 
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; 
 
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 
 
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 2 
 
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 
Undang- undang ini : 
 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 
 
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  pengaturan  yang  bersifat 
umum; 
 
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
 
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 
 
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan 
badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
 
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia; 
 
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil 
pemilihan umum. 
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Pasal 3 
 
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, 
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan 
Keputusan Tata Usaha Negara. 
 
(2) Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan 
keputusan  yang  dimohon,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan 
data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut  dianggap telah  menolak  mengeluarkan 
keputusan yang dimaksud. 
 
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka 
waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan 
penolakan. 
 
Bagian Kedua 
Kedudukan 
 
Pasal 4 
 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 5 
 
(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan 
oleh : 
a. Pengadilan Tata Usaha Negara; 
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak 
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
 
Bagian Ketiga 
Tempat Kedudukan 
 
Pasal 6 
 
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota 
kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. 
 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 
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Bagian Keempat 
Pembinaan 
 
Pasal 7 
 
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh 
Departemen Kehakiman. 
 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh 
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara. 
 
BAB II  
SUSUNAN PENGADILAN 
 
Bagian Pertama 
Umum 
 
Pasal 8 
 
Pengadilan terdiri atas : 
 
a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama; 
b. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  yang  merupakan  pengadilan  tingkat 
banding. 
 
Pasal 9 
 
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden. 
 
Pasal 10 
 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. 
 
Pasal 11 
 
(1) Susunan  Pengadilan  terdiri  atas  Pimpinan,  Hakim  Anggota,  Panitera,  
dan Sekretaris. 
 
(2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 
 
(3) Hakim  anggota  pada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  adalah  Hakim 
Tinggi. 
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Bagian Kedua 
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan 
 
Paragraf 1 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
 
Pasal 12 
 
(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas 
Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
 
Pasal 13 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, 
dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 
 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh 
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara. 
 
Pasal 14 
 
(1) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,    
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung 
ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau 
organisasi terlarang lainnya; 
e. pegawai negeri; 
f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata 
Usaha Negara; 
g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun; 
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai 
Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 15 
 
(1) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  pada  Pengadilan  Tinggi  Tata  
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf a huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h; 
b. berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun; 
c. berpengalaman  sekurang-kurangnya  lima  tahun  sebagai  Ketua  atau 
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima 
belas tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
(2) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha 
Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai 
Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 
lima tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
(3) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha 
Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai 
Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 
tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 16 
 
(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul 
Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 
(2) Ketua dan Wakil  Ketua Pengadilan diangkat dan  diberhentikan oleh 
Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 
Pasal 17 
 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 
kepercayaan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut : 
 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". 
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". 
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan 
segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia". 
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"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-
baiknya dan seadil- adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil 
Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan 
keadilan". 
 
(2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah 
atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
(3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua 
Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
(4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya 
oleh Ketua Mahkamah Agung. 
 
Pasal 18 
 
(1) Kecuali  ditentukan  lain  oleh  atau  berdasarkan  undang-undang,  Hakim  
tidak boleh merangkap menjadi : 
 
a. pelaksana putusan pengadilan; 
b. wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 
diperiksan olehnya; 
c. pengusaha. 
 
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 
 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 19 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
karena : 
 
a. permintaan sendiri; 
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 
c. telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, 
Wakil  Ketua,  dan  Hakim  pada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara; 
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
 
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara. 
 
110 
 
 
 
Pasal 20 
 
(1) Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari 
jabatannya dengan alasan : 
 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. melakukan perbautan tercela; 
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 
 
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis 
Kehormatan Hakim. 
 
(3) Pembentukan, susunan, dan tata keda Majelis Kehormatan Hakim serta tata 
cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama 
Menteri Kehakiman. 
 
Pasal 21 
 
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri. 
 
Pasal 22 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak  dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri 
Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 
(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(2). 
 
Pasal 23 
 
(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan 
penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 
 
(2) Apabila  seorang  Hakim  dituntut  di  muka  Pengadilan  Negari  dalam  
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-
undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tanpa  ditahan,  
maka  ia  dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. 
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Pasal 24 
 
Ketentuan lebih lanjut  mengenai tata cara pemberhentain dengan hormat, 
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentaian sementara, serta hak-hak 
pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 25 
 
(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 
 
(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur 
dengan Keputusan Presiden. 
 
 
Pasal 26 
 
(1) Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  dapat  ditangkap  atau  ditahan  hanya  atas 
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Kehakiman. 
 
(2)   Dalam hal : 
 
a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau 
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati, atau 
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 
negara. 
 
Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  dapat  ditangkap  tanpa  perintah  dan 
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Paragraf 2 
Panitera 
 
Pasal 27 
 
(1) Pada  setiap  Pengadilan ditetapkan  adanya kepaniteraan  yang  dipimpin  oleh 
seorang Panitera. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil 
Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 
 
Pasal 28 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum; 
e. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera 
atau tujuh tahun sebagai Panitera Muda Pengaditan Tata Usaha Negara, 
atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pangadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara. 
 
Pasal 29 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan 
huruf c; 
b. berijazah sarjana hukum; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera 
atau delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, atau empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 30 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda 
atau enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
 
Pasal 31 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan 
huruf c; 
b. berijazah sarjana hukum; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda 
atau tujuh tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara atau empat tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha 
Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 32 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d; 
b. berpengalaman  sekurang-kurangnya  tiga  tahun  sebagai  Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 33 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d; 
b. berpengalaman  sekurang-kurangnya  tiga  tahun  sebagai  Panitera  
Pengganti Penpdilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai 
Panitera Muda; 
c. atau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 
Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
 
Pasal 34 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 35 
 
Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Tinggi  Tata  
Usaha Negara, seorang, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan 
huruf d; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti 
Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri 
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 36 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak 
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkairan dengan 
perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. 
 
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 
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(3)  Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana 
dimaksud  dalam  rayat  (1),  dan  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri 
Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 
Pasal 37 
 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dari 
diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman. 
 
Pasal 38 
 
Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau 
kepercayaannya oleh Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan;  bunyi  sumpah  atau  
janji  itu  adalah  sebagai berikut:  
 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapa pun". 
 
"Saya bersumpah/belanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". 
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan 
serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan 
ideologi nasional; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku 
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti 
layaknya bagi seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti 
yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 
 
Pasal 39 
 
Tugas  serta  tanggung  jawab,  susunan  organisasi,  dan  tata  kerja  keparliteraan 
Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. 
 
Bagian Ketiga 
Sekretaris 
 
Pasal 40 
 
Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat   yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 
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Pasal 41 
 
Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera. 
 
Pasal 42 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d. dserendah-rendahnya   berijazah   sadana   muda   hukum   atau   sarjana   
muda administrasi; 
e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.  
 
Pasal 43 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf e; 
b. berijazah sadana hukum atau sarjana administrasi. 
 
Pasal 44 
 
Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. 
 
Pasal 45 
 
Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau 
janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut Saya 
bersumpah/berjanji : 
 
"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan 
taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan 
pemerintah". 
 
"bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab." 
 
"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, 
dan martabat  Sekretaris/Wakil  Sekretaris,  serta  akan  senantiasa  mengutamakan 
kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan". 
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"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus saya rahasiakan". 
 
"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara". 
 
Pasal 46 
 
(1) Sekretaris    Pengadilan    bertugas    menyelenggarakan    administrasi    umum 
Pengadilan. 
 
(2) Tugas  serta  tanggung  jawab,  susanan  organisasi,  dan  tata  kerja  sekretariat 
diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman. 
 
BAB III 
KEKUASAAN PENGADILAN 
 
Pasal 47 
 
Pengadilan   bertugas   dan   berwenang   memeriksa,   memutus,   dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 48 
 
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara 
administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, 
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. 
 
(2)  Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya 
administratif yang bersangkutan telah digunakan. 
 
Pasal 49 
 
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu 
dikeluarkan : 
 
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau 
keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.. 
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Pasal 50 
 
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. 
 
Pasal 51 
 
(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. 
 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa 
dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 
antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. 
 
(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 
 
(4) Terhadap   putusan   Pengadilan   Tinggi   Tata   Usaha   Negara   sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi. 
 
Pasal 52 
 
(1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 
laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.  
 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap 
jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar 
peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. 
 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan 
yang dipandang perlu. 
 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksaa dan memutus sengketa 
Tata Usaha Negara. 
 
BAB IV 
HUKUM ACARA 
 
Bagian Pertama 
Gugatan 
 
Pasal 53 
 
(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan 
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 
118 
 
 
 
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau 
tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. 
 
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah : 
 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya  
untuk  tujuan  lain  dari  maksud diberikannya  wewenang tersebut; 
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan  
itu  seharusnya  tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak pengambilan 
keputusan tersebut. 
 
Pasal 54 
 
(1) Gugatan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  diajukan  kepada  Pengadilan  yang 
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. 
 
(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan 
berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.  
 
(3) Dalam  hal  tempat  kedudukan  tergugat  tidak  berada  dalam  daerah  hukum 
Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke 
Pengadilan yang daerah hukummnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk 
selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. 
 
(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan 
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman penggugat. 
 
(5) Apabila  penggugat  dan  tergugat  berkedudukan  atau  berada  di  luar  negeri, 
gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. 
 
(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, 
gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat. 
 
Pasal 55 
 
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung 
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara 
119 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 56 
 
(1) Gugatan harus memuat : 
 
a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau 
kuasanya; 
b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; 
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. 
 
(2) Apabila  gugatan  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  seorang  kuasa  penggugat, 
maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 
 
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang 
disengketakan oleh penggugat. 
 
Pasal 57 
 
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh 
seorang atau beberapa orang kuasa. 
 
(2) Pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  dengan  surat  kuasa  khusus  atau  dapat 
dilakukan secara lisan di persidangan. 
 
(3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di 
negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tersebut, serta kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
penerjemah resmi. 
 
 
Pasal 58 
 
Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak 
yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah 
diwakili oleh seorang kuasa. 
 
Pasal 59 
 
(1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, 
yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. 
 
(2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam 
daftar perkara oleh Panitera Pengadilan. 
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(3)  Selambat-lambatnya  dalam  jangka  waktu  tiga  puluh  hari  sesudah  gugatan 
dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh 
memanggil  kedua  belah  pihak  untuk  hadir  pada  waktu  dan  tempat  yang 
ditentukan. 
 
(4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan 
pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. 
 
Pasal 60 
 
(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk 
bersengeketa dengan cuma-cuma. 
 
(2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai 
dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat 
kediaman pemohon. 
 
(3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatkan bahwa pemohon itu betul-betul tidak 
mampu membayar biaya perkara. 
 
Pasal 61 
 
(1) Permohonan  gebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  harus  diperiksa  dan 
ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. 
 
(2)  Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. 
 
(3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk 
bersengketa  dengan  cuma-cuma  di  tingkat  pertama,  juga  berlaku  di  tingkat 
banding dan kasasi. 
 
Pasal 62 
 
(1) Dalam  rapat  permusyawaratan,  Ketua  Pengadilan  berwenang  memutuskan 
dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan 
bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, 
dalam hal : 
 
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk  dalam  wewenang 
Pengadilan; 
b. syarat-syarat  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  
tidak dipenuhi    oleh    penggugat    sekalipun    ia    telah    diberi    
tahu    dan diperringatkan; 
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; 
d. apa  yang  dituntut  dalam  gugatan  sebenarnya  sudah  terpenuhi  
oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; 
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 
 
(2)  a.   Penetapan sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diucapkan  dalam  rapat  
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permusyawaratan  sebelum  hari  persidangan  ditentukan  dengan   
memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; 
b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh 
Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. 
 
(3)  a.   Terhadap   penetapan   sebgaimana    dimaksud    dalam    ayat    (1)    dapat  
diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas 
hari setelah diucapkan; 
 
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56. 
 
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan dengan acara singkat. 
 
(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan 
sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan 
akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 
 
(6) Terhadap  putusan  mengenai  perlawanan  itu  tidak  dapat  digunakan  upaya 
hukum. 
 
Pasal 63 
 
(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan 
pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 
 
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: 
 
a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan 
melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh 
hari; 
b. dapat  meminta  penjelasan  kepada  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha 
Negara yang bersangkutan. 
 
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan 
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 
 
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan 
upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. 
 
Pasal 64 
 
(1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya 
tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.  
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(2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam 
hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat 
sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2. 
 
Pasal 65 
 
Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing 
telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. 
 
Pasal 66 
 
(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik 
Indonesia,  Ketua  Pengadilan  yang   bersangkutan  melakukan  pemanggilan 
dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan 
tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 
 
(2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang 
beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui 
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalain wilayah tempat yang 
bersangkutan berkedudukan atau berada. 
 
(3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak 
dilakukan  pemanggilan  tersebut,  wajib  memberi  laporan  kepada  Pengadilan 
yang bersangkutan. 
 
Pasal 67 
 
(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang digugat. 
 
(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata 
Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara 
sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus 
dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. 
 
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : 
 
a. dapat   dikabulkan   hanya   apabila   terdapat   keadaan   yang   sangat 
mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan 
jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; 
b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka 
pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. 
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Bagian Kedua 
Pemeriksaan di Tingkat Pertama 
 
Paragraf 1 
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 
 
Pasal 68 
 
(1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga 
orang Hakim. 
 
(2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. 
 
(3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh 
Hakim Ketua Sidang. 
 
(4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap 
ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. 
 
Pasal 69 
 
(1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah 
laku, dan ucapan yang menjungjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan 
Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. 
 
(2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua 
Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang. 
 
(3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana 
ditnaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dflakukan penuntutan, 
jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. 
 
Pasal 70 
 
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakiin Ketua Sidang membuka sidang dan 
menyatakannya terbuka uuntuk umum. 
 
(2) Apabila   Majehs   Hakim   memandang   bahwa   sengketa   yang   disidangkan 
menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat 
dinyatakan tertutup untuk umum. 
 
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 
 
Pasal 71 
 
(1) Dalam  hal  penggugat  atau  kuasanya  tidak  hadir  di  persidangan  pada  hari 
pertama dan pada hari yang  ditentukan dalam  panggilan  yang  kedua  tanpa 
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alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil 
dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya 
perkara. 
 
(2) Dalam   hal   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (1)   penggugat   berhak 
memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya 
perkara.  
 
Pasal 72 
 
(1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang 
berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat 
dipertanggujawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka 
Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat 
memerintahkan tergugat badir dan/atau menanggapi gugatan. 
 
(2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari 
atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan 
hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara 
biasa, tanpa hadirnya tergugat. 
 
(3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan 
mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. 
 
Pasal 73 
 
(1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara 
mereka  atau kuasanya  tidak  hadir  di  persidangan  tanpa  alasan  yang  dapat 
dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari 
sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang. 
 
(2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap 
pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil 
sekali lagi. 
 
(3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa 
kehadirannya. 
 
Pasal 74 
 
(1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang 
memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, 
pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. 
 
(2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk 
menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. 
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Pasal 75 
 
(1) Penggugat  dapat  mengubah  alasan  yang  mendasari  gugatan  hanya  sampai 
dengan   replik,   asal   disertai   alasan   yang   cukup   serta   tidak   merugikan 
kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim. 
 
(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai 
dengan   duplik,   asal   disertai   alasan   yang   cukup   serta   tidak   merugikan 
kepentingan   penggugat   dan   hal   tersebut   harus   dipertimbangkan   dengan 
saksama oleh Hakim.  
 
Pasal 76 
 
(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat 
memberikan jawaban. 
 
(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan 
gugatan,oleh  penggugat  akan  dikabulkan  oleh  Pangadilan  hanya  apabila 
disetujui tergugat. 
 
Pasal 77 
 
(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu 
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan 
absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya 
wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang 
bersangkutan. 
 
(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan 
jawaban  atas  pokok  sengketa,  dan  eksepsi  tersebut  harus  diputus  sebelum 
pokok sengketa diperiksa. 
 
(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus 
bersama dengan pokok sengketa. 
 
Pasal 78 
 
(1) Seorang  Hakim  wajib  mengundurkan  diri  dari  persidangan  apabila  terikat 
hubungan  keluarga  sedarah,  atau  semenda  sampai  derajat  ketiga,   atau 
hubungan  suami  atau  isteri  meskipun  telah  bercerai,  dengan  salah  seorang 
Hakim Anggota atau Panitera. 
 
(2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau 
hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat 
atau penasihat hukum. 
 
(3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan 
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sengketa  telah  diputus,  maka  sengketa  tersebut  wajib  segera  diadili  ulang 
dengan susunan yang lain. 
 
Pasal 79 
 
(1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia 
berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. 
 
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas 
kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak- pihak 
yang bersengketa.  
 
(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang 
menetapkan. 
 
(4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan 
sengketa  telah  diputus,  maka  sengketa  tersebut  wajib  segera  diadili  ulang 
dengan susunan yang lain. 
 
Pasal 80 
 
Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam 
sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya 
hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. 
 
Pasal 81 
 
Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat 
mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di 
kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. 
 
Pasal 82 
 
Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau 
petikan   segala   surat   pemeriksaan   perkaranya,   dengan   biaya   sendiri   
setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
 
Pasal 83 
 
 
(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam 
sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa 
sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat 
masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: 
 
a. pihak yang membela haknya; atau 
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
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(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  dikabulkan  atau 
ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara 
sidang. 
 
(3) Permohonan  banding  terhadap  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud 
dalam  ayat  (2)  tidak  dapat  diajukan  tersendiri,  tetapi  harus  bersama-sama 
dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. 
 
Pasal 84 
 
(1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui 
batas  wewenangnya,  pemberi  kuasa  dapat  mengajukan  sangkalan  secara 
tertutis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh 
Pengadilan. 
  
(2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dikabulkan,  maka 
Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang 
bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita 
acara pemeriksaan. 
 
(3) Putusan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dibacakan dan/atau 
diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan. 
 
Pasal 85 
 
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang 
perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh 
Pejabat Tata Usaha Negara,  atau pejabat  lain yang  menyimpan  surat,  atau 
meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan 
sengketa. 
 
(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat 
memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan 
dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. 
 
(3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan 
oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat 
yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan. 
 
(4) Jika  pemeriksaan  tentang  benarnya  suatu  surat  menimbulkan  persangkaan 
terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim 
Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik 
yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda 
dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. 
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Pasal 86 
 
(1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang 
dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. 
 
(2) Apabila saksi tidak  datang  tanpa alasan yang dapat  dipertanggungjawabkan 
meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan 
untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat 
memberi perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan. 
 
(3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang 
bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pangadilan tersebut, tetapi pemeriksaan 
saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman saksi. 
 
Pasal 87 
 
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. 
 
(2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, 
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama  
atau  kepercayaannya,  pekerjaan,  derajat  hubungan  keluarga,  dan  hubungan 
kerja dengan penggugat atau tergugat. 
 
(3) Sebelum  memberi  keterangan,  saksi  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji 
menurut agama atau kepercayaannya. 
 
Pasal 88 
 
Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah : 
 
a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau 
ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa; 
b. isteri  atau  suami  salah  seorang  pihak  yang  bersengketa  meskipun  
sudah bercerai; 
c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun; 
d. orang sakit ingatan. 
 
Pasal 89 
 
(1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan 
kesaksian ialah : 
 
a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu 
pihak; 
b. setiap   orang   yang   karena   martabat,   pekerjaan,   atau   jabatannya 
diwajibkan merahasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, 
pekerjaan, atau jabatannya itu. 
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(2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu 
sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (1)   huruf   b,   diserahkan   kepada 
pertimbangan Hakim. 
 
Pasal 90 
 
(1) Pertanyaan  yang  diajukan  kepada  saksi  oleh  salah  satu  pihak  disampaikan 
melalui Hakim Ketua Sidang. 
 
(2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak 
ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak. 
 
Pasal 91 
 
(1) Apabila  penggugat  atau  saksi  tidak  paham  bahasa  Indonesia,  Hakim  Ketua 
Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.  
 
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan 
sumpah  atau  janji  menurut  agama  atau kepercayaannya  untuk  mengalihkan 
bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya. 
 
(3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih 
bahasa dalam sengketa tersebut. 
 
Pasal 92 
 
(1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, 
Hakim  Ketua Sidang  dapat  mengangkat  orang yang  pandai  bergaul  dengan 
penggugat atau saksi sebagai juru bahasa. 
 
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. 
 
(3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim 
Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, 
dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut 
dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan 
dan jawaban harus dibacakan. 
 
Pasal 93 
 
Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. 
 
Pasal 94 
 
(1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan 
Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. 
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(2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar 
keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. 
 
(3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena 
halangan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  hukum,  Hakim  dibantu  oleh  Panitera 
datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan 
mendengar saksi tersebut. 
 
Pasal 95 
 
(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, 
pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. 
 
(2) Lanjutan  sidang  harus  diberitahukan  kepada  kedua  belah  pihak,  dan  bagi 
mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. 
 
(3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata 
tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh 
memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan 
berikutnya. 
 
(4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka 
pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. 
 
Pasal 96 
 
Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan 
memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang 
mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut. 
 
Pasal 97 
 
(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi 
kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan 
masing-masing. 
 
(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda 
untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam 
ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan 
sengketa tersebut. 
 
(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis 
merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan 
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil 
dengan suara terbanyak. 
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(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat 
menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis 
berikutnya. 
 
(5) Apabila   dalam   musyawarah   majelis   berikutnya   tidak   dapat   diambil   
suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. 
 
(6) Putusan Pengadilan dapat  dijatuhkan pada hari itu  juga  dalam  sidang  yang 
terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan 
kepada kedua belah pihak. 
 
(7) Putusan Pengadilan dapat berupa : 
 
a. gugatan ditolak; 
b. gugatan dikabulkan; 
c. gugatan tidak diterima; 
d. gugatan gugur.  
 
(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat 
ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 
 
(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : 
 
a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau 
b. pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan 
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau 
c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan 
pada Pasal 3. 
 
(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan    
   ganti rugi. 
 
(11) Dalam   hal   putusan   Pengadilan   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat    
(8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. 
 
Paragraf 2 
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 
 
Pasal 98 
 
(1) Apabila  terdapat  kepentingan  penggugat  yang  cukup  mendesak  yang  harus 
dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam 
gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa 
dipercepat. 
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(2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan 
tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 
 
(3) Terhadap  penetapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  dapat 
digunakan upaya hukum. 
 
Pasal 99 
 
(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. 
 
(2) Dalam  hal  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (1) 
dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah 
dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 
(2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. 
 
(3) Tenggang  waktu  untuk  jawaban  dan  pembuktian  bagi  kedua  belah  pihak, 
masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. 
 
Bagian Ketiga 
Pembuktian 
 
Pasal 100 
 
(1) Alat bukti ialah : 
a. surat atau tulisan; 
b. keterangan ahli; 
c. keterangan saksi; 
d. pengakuan para pihak; 
e. pengetahuan Hakim. 
 
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. 
 
Pasal 101 
 
Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : 
a. akta  otentik,  yaitu  surat  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  seorang  
pejabat umum,  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  berwenang  
membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti 
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 
b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak- 
pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat 
bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 
c. surat-surat lainnya yang bukan akta. 
 
Pasal 102 
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(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam 
persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan 
pengetahuannya. 
 
(2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak 
boleh memberikan keterangan ahli. 
 
Pasal 103 
 
(1) Atas  permintaan  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  atau  karena 
jabatannya  Hakim  Ketua  Sidang  dapat  menunjuk  seseorang  atau  beberapa 
orang ahli. 
 
(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat 
maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut 
kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. 
 
Pasal 104 
 
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan 
dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. 
 
Pasal 105 
  
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang 
kuat dan dapat diterima oleh Hakim. 
 
Pasal 106 
 
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. 
 
Pasal 107 
 
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian 
pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti berdasarkan keyakinan Hakim. 
 
Bagian Keempat 
Putusan Pengadilan 
 
Pasal 108 
 
(1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
 
(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan 
Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu 
disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. 
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(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat 
putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 
Pasal 109 
 
(1) Putusan Pengadilan harus memuat : 
a. Kepala  putusan  yang  berbunyi  :  "DEMI  KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 
b. nama,   jabatan,   kewarganegaraan,   tempat   kediaman,   atau   tempat 
c. kedudukan para pihak yang bersengketa; 
d. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 
e. pertimbangan dan  penilaian  setiap  bukti  yang  diajukan  dan  hal  yang 
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 
f. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 
g. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 
h. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta 
keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 
 
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. 
 
(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah  putusan  Pengadilan  diucapkan, 
putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang 
turut bersidang. 
 
(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat 
Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan  
ditandatangani  oleh  Ketua  Pengadilan  dengan  menyatakan  berhalangannya 
Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. 
 
(5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan 
Pangadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan 
berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut. 
 
Pasal 110 
 
Pihak  yang  dikalahkan  untuk  seluruhnya  atau  sebagian  dihukum  membayar  
biaya perkara. 
 
Pasal 111 
 
Yang termasuk dalam biaya perkara ialah : 
 
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai; 
b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta 
pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi 
yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan; 
135 
 
 
 
c. biaya  pemeriksaan  di  tempat  lain  dari  ruangan  sidang  dan  biaya  lain  
yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua 
Sidang. 
 
Pasal 112 
 
Jumlah baiya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut 
dalam amar putusan akhir Pengadilan. 
 
Pasal 113 
 
(1) Putusan  Pengadilan  yang  bukan  putusan  akhir  meskipun  diucapkan  dalam 
sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan 
dalam berita acara sidang. 
 
(2) Pihak   yang   berkepentingan   langsung   dengan   putusan   Pengadilan   dapat 
meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan 
membayar biaya salinan. 
 
Pasal 114 
 
(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang 
memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. 
 
(2) Berita  acara  sidang  ditandatangani  oleh  Hakim  Ketua  Sidang  dan  Panitera; 
apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam 
berita acara tersebut.  
 
(3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka 
berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan 
berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut. 
 
Bagian Kelima 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
 
Pasal 115 
 
Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 
dapat dilaksanakan. 
 
Pasal 116 
 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan 
setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat 
pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari. 
 
(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang  telah memperoleh 
kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikirimkan 
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tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 
 
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga 
bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan 
Pengadilan tersebut. 
 
(4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan 
mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. 
 
(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan 
setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah 
memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan 
putusan Pengadilan tersebut. 
 
(6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua 
Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan 
putusan Pengadilan tersebut. 
 
Pasal 117 
 
(1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) 
apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna malaksanakan  
putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap 
disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan 
dijatuhkan dan/atau memperoleh kekautan hukum tetap, ia wajib 
memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 ayat (1) dan penggugat. 
 
(2) Dalam  waktu tiga puluh  hari setelah menerima pemberitahuan  sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada 
Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban 
membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. 
 
(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan 
tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus 
dibebankan kepada tergugat. 
 
(4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetatapi  tidak  dapat 
diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, 
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Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup 
menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. 
 
(5) Penetapan  Ketua  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  dapat 
diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung 
untuk ditetapkan kembali. 
 
(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati 
kedua belah pihak. 
 
Pasal 118 
 
(1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), 
ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau 
diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut 
ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan 
dilaksanakannya  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  itu 
dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan  
tersebut  kepada  Pengadilan  yang  mengadili  sengketa  itu  pada tingkat 
pertama. 
 
(2) Gugatan  perlawanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  hanya  dapat 
diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang 
permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63. 
 
(3) Gugatan  perlawanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  dengan 
sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.  
 
Pasal 119 
 
Ketua  Pengadilan  wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yang  
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Bagian Keenam 
Ganti Rugi 
 
Pasal 120 
 
(1) Salinan  putusan  Pengadilan  yang  berisi  kewajiban  membayar  ganti  rugi 
dikirimkan  kepada  penggugat  dan  tergugat  dalam  waktu  tiga  hari  setelah 
putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada 
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Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar 
ganti   rugi   tersebut   dalam   waktu   tiga   hari   setelah   putusan   Pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
(3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Bagian Ketujuh 
Rehabilitasi 
 
Pasal 121 
 
(1) Dalam  hal  gugatan  yang  berkaitan  dengan  bidang  kepegawaian  dikabulkan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), 
salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan 
kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
(2) Salinan   putusan   Pengadilan   yang   berisi   kewajiban   tentang   rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan 
rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
 
Bagian Kedelapan 
Pemeriksaan di Tingkat Banding 
 
Pasal 122 
 
Terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  dimintakan  
pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. 
 
Pasal 123 
 
(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau 
kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas 
hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. 
 
(2) Permohonan  pemeriksaan  banding  disertai  pembayaran  uang  muka  biaya 
perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera. 
 
Pasal 124 
 
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  bukan  putusan  akhir  hanya  
dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir. 
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Pasal 125 
 
(1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara. 
 
(2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding. 
 
Pasal 126 
 
(1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding 
dicatat,  Panitera  memberitahukan  kepada  kedua  belah  pihakbahwa  mereka 
dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan 
tersebut. 
 
(2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan 
kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 
enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding. 
 
(3) Para  pihak  dapat  menyerahkan  memori  banding  dan/atau  kontra  memori 
banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori   
diberikan   kepada   pihak   lainnya   dengan   perantaraan   Penitera Pengadilan. 
 
Pasal 127 
 
(1) Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  memeriksa  dan  memutus  perkara 
banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. 
 
(2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan 
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  kurang  lengkap,  maka  Pengadilan  Tinggi 
tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan 
tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. 
 
(3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak 
berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat  
memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan 
Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. 
 
(4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari 
mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan 
surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam 
pemeriksaan tingkat pertama. 
 
Pasal 128 
 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi 
pemeriksaan di tingkat banding. 
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(2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 
ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan 
Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus 
perkara yang sama. 
 
(3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi 
Hakim  pada  Pengadilan  Tinggi,  maka  Hakim  tersebut  dilarang  memeriksa 
perkara yang sama di tingkat banding. 
 
Pasal 129 
 
Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, 
dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan 
lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding 
belum lampau. 
 
Pasal 130 
 
Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka 
waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. 
 
Bagian Kesembilan 
Pemeriksaan di Tingkat Kasasi 
 
Pasal 131 
 
(1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan 
kasasi kepada Mahkamah Agung. 
 
(2) Acara  pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan 
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang- 
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
 
Bagian Kesepuluh 
Pemeriksaan Peninjauan Kembali 
 
Pasal 132 
 
(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 
 
(2) Acara pemeriksaan peninjauan kembah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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BAB V  
KETENTUAN LAIN 
 
Pasal 133 
 
Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim 
 
Pasal 134 
 
Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang 
berhubungan dengan   sengketa   yang   diajukan   ke   Pengadilan   kepada   
Majelis   Hakim   untuk diselesaikan. 
 
Pasal 135 
 
(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara 
tertentu yang memerlukan kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat 
menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. 
 
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat- 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf 
f. 
 
(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku 
bagi Hakim Ad Hoc. 
 
(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 136 
 
Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus 
berdasarkan nomor  urut,  tetapi  apabila  terdapat  perkara  tertentu  yang  
menyangkut  kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka 
pemeriksaan perkara itu didahulukan. 
 
 
Pasal 137 
 
Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur 
tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. 
 
Pasal 138 
 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas 
membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. 
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Pasal 139 
 
(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. 
 
(2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi 
catatan singkat tentang isinya. 
 
Pasal 140 
 
Panitera membuat sarnan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
 
Pasal 141 
 
(1) Panitera   bertanggung   jawab   atas   pengurusan   berkas   perkara,   putusan, 
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 
berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 
 
(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh 
dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 142 
 
(1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut 
Undang-undang  ini  belum  diputus  oleh  Pengadilan  di  lingkungan  Peradilan 
Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum. 
 
(2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut 
Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 143 
 
(1) Untuk  pertama  kali  pada  saat  Undang-undang  ini  mulai  berlaku  Menteri 
Kehakiman setelah mendengan pendapat Ketua Mahkamah Augng mengatur 
pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
 
(2) Pengangkatan  dalam  jabatan  Ketua,  Wakil  Ketua,  Hakim,  Panitera,  Wakil 
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan 
dalam Undang-undang ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 144 
 
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara". 
 
Pasal 145 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-
undang ini diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1986 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
SUDHARMONO, S.H. 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 
NOMOR 77 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 
 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 
 
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAH ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang: 
  
a. bahwa   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   merupakan   
negara   hukum   yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
b. 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, 
dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; 
c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan; 
d. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 
e. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
 
Mengingat: 
  
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3344); 
3. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  
Kehakiman  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4358); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4359); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
dan 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS UNDANG- 
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA 
USAHA NEGARA. 
 
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 2 
 
Tidak  termasuk  dalam  pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut  
Undang- Undang ini: 
 
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 
5. Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan atas  dasar  hasil  
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai 
hasil pemilihan umum. 
 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 4 
 
Peradilan Tata  Usaha Negara adalah salah satu  pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 
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3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 6 
  
(1) Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berkedudukan  di  ibukota  Kabupaten/Kota,  
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. 
 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.  
 
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 7 
  
(1) Pembinaan  teknis  peradilan,  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  
Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(2) Pembinaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   tidak   boleh   
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara.  
 
5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5. 
 
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang 
berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 9A 
 
Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang 
diatur dengan undang-undang. 
 
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 12 
 
(1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. 
 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas 
Hakim  ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 
 
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 13 
 
(1) Pembinaan   dan   pengawasan   umum   terhadap   Hakim   dilakukan   oleh   
Ketua Mahkamah Agung. 
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh 
mengurangi  kebebasan  Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  sengketa  
Tata Usaha Negara. 
 
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 
Pasal 14 
 
(1) Untuk  dapat  diangkat  sebagai  calon  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, 
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. sarjana hukum; 
e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
g. sehat jasmani dan rohani; 
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
i. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 
dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari 
calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
(3) Untuk  dapat  diangkat sebagai Ketua  atau  Wakil  Ketua  Pengadilan Tata  
Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10  (sepuluh) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.  
 
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 15 
 
(1) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  
Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf d, huruf f, dan huruf h; 
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil 
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara; 
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus 
berpengalaman  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  sebagai  Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan 
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Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
 
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan 
Tata Usaha Negara. 
  
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 16 
 
(1) Hakim  Pengadilan  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul  
Ketua Mahkamah Agung. 
 
(2) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Pengadilan  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Ketua 
Mahkamah Agung. 
  
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 17 
 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan 
wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. 
 
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
 
Sumpah: 
 
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan  menjalankan segala peraturan perundang 
undangan   dengan   selurus-lurusnya   menurut   Undang-Undang   Dasar   Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." 
 
Janji: 
 
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban 
Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."  
  
(3) Wakil  Ketua  dan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diambil  sumpah  
atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
(4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua 
Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
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(5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh  
Ketua Mahkamah Agung. 
 
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 
Pasal 18 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak 
boleh merangkap menjadi: 
 
a. pelaksana putusan pengadilan; 
b. wali,  pengampu,  dan  pejabat  yang  berkaitan  dengan  suatu  perkara  yang 
diperiksa olehnya; 
c. pengusaha. 
 
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
 
(3) Jabatan  yang  tidak  boleh  dirangkap  oleh  Hakim  selain  jabatan  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan 
Pemerintah. 
 
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut   : 
 
Pasal 19 
 
(1) Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  Pengadilan  diberhentikan  dengan  hormat  
dari jabatannya karena : 
 
a. permintaan sendiri; 
b. sakit jasmani atau rohani terus menerus; 
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
 
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan 
sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.  
 
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 
Pasal 20 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat 
dari jabatannya dengan alasan: 
 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
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e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18. 
 
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah 
yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di 
hadapan Majelis Kehormatan Hakim. 
 
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan 
Hakim  serta  tata  cara  pembelaan diri  diatur  lebih  lanjut  oleh  Ketua 
Mahkamah Agung.  
 
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 21 
 
Seorang Hakim  yang  diberhentikan dari  jabatannya dengan  sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri. 
 
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 22 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. 
 
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). 
 
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan.  
 
18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 
Pasal 26 
 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas 
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali 
dalam hal : 
 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati; atau 
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 
negara. 
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19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 28 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  
Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 
(lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 
menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan 
f. sehat jasmani dan rohani. 
 
20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 29 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf f; 
b. berijazah sarjana hukum; dan 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 
(lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 30 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda 
atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
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22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 31 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf f; 
b. berijazah sarjana hukum; dan 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 
(lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha 
Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 32 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman  sekurang-kurangnya 2  (dua)  tahun  sebagai  Panitera 
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 33 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman  sekurang-kurangnya 2  (dua)  tahun  sebagai  Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai 
Panitera Muda, 5 (lima)  tahun  sebagai  Panitera  Pengganti  Pengadilan 
Tata  Usaha  Negara,  atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata 
Usaha Negara.  
 
25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 34 
 
Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Tata  Usaha  
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
153 
 
 
 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 35 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman  sekurang-kurangnya 3  (tiga)  tahun  sebagai  Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai 
pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 36 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak 
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 
perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. 
 
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.  
 
28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 
Pasal 37 
 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat 
dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 
 
29.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 
Pasal 38 
 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agama nya oleh Ketua 
Pengadilan yang bersangkutan. 
 
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
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“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapapun juga.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini,  tidak  sekali-kali akan  menerima langsung atau  tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
segala undang-undang serta  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  
berlaku  bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya 
ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan 
berlaku dalam  melaksanakan  kewajiban  saya  sebaik-baiknya dan  seadil-
adilnya,  seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, 
Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan 
keadilan”. 
 
30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru 
yakni Bagian Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 
39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Bagian Kedua 
A Jurusita 
 
Pasal 39A 
 
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita. 
 
Pasal 39B 
 
(1) Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Jurusita,  seorang  calon  harus  memenuhi  
syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
c. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum; 
d. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita 
Pengganti; dan 
e. sehat jasmani dan rohani. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
155 
 
 
 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3  (tiga)  tahun  sebagai  pegawai  
negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
Pasal 39C 
 
(1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh 
Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
 
(2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 39D 
 
(1) Sebelum  memangku  jabatannya, Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  wajib  
diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan. 
 
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
 
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapapun juga.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini,  tidak  sekali-kali akan  menerima langsung atau  tidak 
langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi 
negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
segala undang- undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi  Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya 
ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan 
berlaku dalam  melaksanakan  kewajiban  saya  sebaik-baiknya dan  seadil-
adilnya,  seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang 
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.  
 
Pasal 39E 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak 
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 
perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 
 
(2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
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(3) Jabatan  yang  tidak  boleh  dirangkap  oleh  Jurusita  selain  jabatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh 
Mahkamah Agung.  
 
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 42 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda 
administrasi; 
e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan f.  sehat jasmani dan 
rohani. 
 
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 44 
 
Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 
 
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 45 
 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah 
atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
 
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
 
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat 
menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan 
pemerintah.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi 
kehormatan negara, pemerintah, dan  martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta 
akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 
157 
 
 
 
sendiri, seseorang atau golongan.”  
 
“Saya  bersumpah/berjanji  bahwa  saya,  akan  memegang  rahasia  sesuatu  
yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.” 
 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, 
dan bersemangat untuk kepentingan negara.” 
 
34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 46 
 
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum 
Pengadilan. 
 
(2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata 
kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.  
 
35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 53 
 
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 
 
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah:  
 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- 
asas umum pemerintahan yang baik. 
 
36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 116 
 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan 
setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat 
pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. 
 
(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat 
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 
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(9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi. 
 
(3) Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus  melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan 
kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak 
dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat 
melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. 
 
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan 
dikenakan upaya   paksa   berupa   pembayaran   sejumlah   uang   paksa   
dan/atau   sanksi administratif. 
 
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak 
tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
  
37. Ketentuan Pasal 118 dihapus. 
 
38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru 
yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 143A 
 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan 
pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  
Usaha Negara   masih   tetap   berlaku   sepanjang   tidak   bertentangan   dan   belum   
diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 
 
39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" 
diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung." 
 
Pasal II 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-
Undang  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 5 TAHUN 1986 
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang:  
  
a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang 
bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam 
masyarakat; 
 
b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan 
menurut Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
 
Mengingat:   
 
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 
 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); 
 
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5076); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA. 
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha 
negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. 
 
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada 
pengadilan tinggi tata usaha negara. 
 
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk 
dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. 
 
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 
 
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
 
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang 
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 
negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata. 
 
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata 
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat 
tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat 
tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan 
 
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan 
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 
 
2. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 9A 
 
(4) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus 
yang diatur dengan undang-undang. 
 
(5) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman 
dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 
 
(6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta 
tunjangan hakim ad hoc diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. 
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3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 
13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 13A 
 
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan 
eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. 
 
Pasal 13B 
 
(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 
hukum. 
 
(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
 
Pasal 13C 
 
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A 
ayat (2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 
 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan 
oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial. 
 
Pasal 13D 
 
(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi 
Yudisial berwenang: 
 
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi 
tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 
b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim; 
c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan; 
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 
e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf d; 
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f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau 
pengadilan; 
g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan 
pemeriksaan; dan/atau 
h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b. 
 
Pasal 13E 
 
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, 
Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: 
 
a. menaati norma dan peraturan perundangundangan; 
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan 
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. 
 
(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 
 
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 
 
(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim 
diatur dalam undangundang. 
 
Pasal 13F 
 
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan 
mutasi hakim. 
 
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 14 
 
 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. sarjana hukum; 
e. lulus pendidikan hakim; 
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
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g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat 
puluh) tahun; 
h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 
dan 
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum 
tetap. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha 
negara hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim 
pengadilan tata usaha negara. 
 
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang 
berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 14A 
 
(1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha Negara dilakukan melalui proses 
seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
 
(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah 
Agung dan Komisi Yudisial. 
 
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 15 
 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, 
seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h. 
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua 
pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim 
pengadilan tata usaha negara; 
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan 
e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 
pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus 
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi 
tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha 
negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. 
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(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara 
harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan 
tinggi tata usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata 
usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. 
 
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 
2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 16 
 
(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 
 
(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 
Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. 
(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila 
hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim. 
 
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 
 
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 19 
 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena: 
 
a. atas permintaan sendiri secara tertulis; 
b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; 
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan 
hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi 
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau 
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
 
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan 
sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. 
 
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 20 
 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat 
dari jabatannya dengan alasan: 
 
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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b. melakukan perbuatan tercela; 
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus 
selama 3 (tiga) bulan; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau 
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
 
 
(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh 
Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. 
 
(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 
 
(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. 
 
(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
diajukan oleh Komisi Yudisial. 
 
(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul 
pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Hakim. 
 
(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 21 
 
Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai 
hakim. 
 
11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) 
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 22 
 
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 
(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 
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(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). 
 
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan. 
 
12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 25 
 
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
 
(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh 
gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. 
 
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
 
a. tunjangan jabatan; dan 
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan. 
 
(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
 
a. rumah jabatan milik negara; 
b. jaminan kesehatan; dan 
c. sarana transportasi milik negara. 
 
(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. 
 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya 
beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 28 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah sarjana hukum; 
e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) 
tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat 
sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan 
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 
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14. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 29 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; 
b. dihapus; 
c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) 
tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 
(tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara. 
 
15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 30 
 
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 
(empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara. 
 
16. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 31 
 
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; 
b. dihapus; 
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) 
tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha 
negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, 
atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara. 
 
17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 32 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti 
pengadilan tata usaha negara. 
 
18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 33 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti 
pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 
(lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau 
menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara. 
 
19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 34 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada 
pengadilan tata usaha negara. 
 
20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 35 
 
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti 
pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri 
pada pengadilan tinggi tata usaha negara. 
 
21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 36 
 
Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 
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a. wali; 
b. pengampu; 
c. advokat; dan/atau 
d. pejabat peradilan lainnya. 
 
22. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan 
Pasal 38B, yang berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 38A 
 
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha 
negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan: 
 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; 
d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera 
muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara; 
e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, 
panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; 
dan/atau 
f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
 
Pasal 38B 
 
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan 
diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan: 
 
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus 
selama 3 (tiga) bulan; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau 
f. melanggar kode etik panitera. 
 
23. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga Pasal 39B berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 39B 
 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah pendidikan menengah; 
e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan 
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 
 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada 
pengadilan tata usaha negara. 
 
24. Ketentuan Pasal 41 dihapus 
 
25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 42 
 
Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi; 
e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi 
peradilan; dan 
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 
 
26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 43 
 
Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi 
peradilan. 
 
27. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 51A 
 
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses 
persidangan. 
 
(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. 
 
(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
 
28. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 
(satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 52 
 
(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. (1a) 
Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku 
panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. 
 
(2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya 
melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata 
usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya. 
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan. 
 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) tidak 
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 
 
29. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 107A 
 
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas 
penetapan dan putusan yang dibuatnya. 
 
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat 
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 
tepat dan benar. 
 
30. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 116 
 
(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan 
setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat 
pertama selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
 
(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi. 
 
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 
(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka 
penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan 
putusan pengadilan tersebut. 
 
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan 
dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi 
administratif. 
 
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak 
tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk 
memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada 
lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
 
(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara 
pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
31. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 135 
 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan 
huruf h. 
 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku 
bagi hakim ad hoc. 
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(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 
32. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 4 (empat) pasal yakni Pasal 
144A, Pasal 144B, Pasal 144C, dan Pasal 144D yang berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 144A 
 
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik 
biaya perkara. 
 
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai 
dengan tanda bukti pembayaran yang sah. 
 
(3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya 
proses penyelesaian perkara. 
 
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan 
negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh 
Mahkamah Agung. 
 
(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 144B 
 
(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3). 
 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 dan Pasal 38B. 
 
Pasal 144C 
 
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 
 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 
 
(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang 
bersangkutan. 
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Pasal 144D 
 
(1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum untuk 
pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 
 
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-
cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal II 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 
 
TENTANG 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang: 
 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam 
menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
 
b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan 
diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan 
hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; 
 
c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi 
pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi 
pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna 
mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Administrasi Pemerintahan. 
 
Mengingat: 
 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG   NOMOR   30   TAHAUN  2014   TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan 
dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 
 
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi 
Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan, dan pelindungan. 
 
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi 
Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara 
lainnya. 
 
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan 
dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. 
 
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau 
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah 
kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 
 
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha 
Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan 
adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah 
perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan. 
 
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak 
jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 
 
10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu 
instansi pemerintahan yang membutuhkan. 
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11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan 
dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. 
 
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai 
keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang 
dinyatakan sesuai dengan aslinya. 
 
13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan 
oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang 
tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani 
suatu urusan pemerintahan. 
 
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam 
penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas 
Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 
 
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait 
dengan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam 
lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
dan/atau Tindakan yang merugikan. 
 
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB 
adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi 
Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
 
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 
persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum 
dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai 
wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan 
pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 atau Undang-Undang. 
 
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
 
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada 
pemberi mandat. 
 
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara. 
 
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Bagian Kesatu 
Maksud 
 
Pasal 2 
 
Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu 
dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan 
pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 
 
Bagian Kedua 
Tujuan 
 
Pasal 3 
 
Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: 
 
a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 
b. menciptakan kepastian hukum; 
c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; 
d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 
e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur 
pemerintahan; 
f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan 
AUPB; dan 
g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat. 
 
 
 
181 
 
 
 
 
BAB III 
RUANG LINGKUP DAN ASAS 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 
 
Pasal 4 
 
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini 
meliputi semua aktivitas: 
 
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; 
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; 
c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan 
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan 
Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
 
(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan 
pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur 
administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, 
pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi 
administratif. 
 
Bagian Kedua 
Asas 
 
Pasal 5 
 
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: 
 
a. asas legalitas; 
b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan 
c. AAUPB. 
 
 
BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN 
 
Pasal 6 
 
(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam 
mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. 
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(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 
a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan AUPB; 
b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang 
dimiliki; 
c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau 
menetapkan Tindakan; 
d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, 
menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; 
e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; 
f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas 
apabila pejabat definitif berhalangan; 
h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam 
menjalankan tugasnya; 
j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; 
k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah 
kewenangannya; 
l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas 
Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan 
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
Pasal 7 
 
(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi 
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan 
pemerintahan, dan AUPB. 
 
(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: 
 
a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; 
b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau 
Tindakan; 
d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; 
 
 
e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan tertentu; 
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f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar 
pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan 
Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan 
ditetapkan dan/atau dilakukan; 
 
h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau 
Tindakan; 
 
i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta 
membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga 
Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; 
 
j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai 
dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; 
 
k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan 
yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat 
yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan 
 
l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
 
 
BAB V 
KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 8 
 
(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib 
berdasarkan: 
 
a. peraturan perundang-undangan; dan 
b. AUPB. 
 
(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan 
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
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Bagian Kedua 
Peraturan Perundang-undangan 
 
Pasal 9 
 
(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan AUPB. 
 
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 
a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan 
b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan 
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar 
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan 
sesuai dengan AUPB. 
 
Bagian Ketiga 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
 
Pasal 10 
 
(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: 
 
a. kepastian hukum; 
b. kemanfaatan; 
c. ketidakberpihakan; 
d. kecermatan; 
e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 
f. keterbukaan; 
g. kepentingan umum; dan 
h. pelayanan yang baik. 
 
(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam 
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
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Bagian Keempat 
Atribusi, Delegasi, dan Mandat 
 
Paragraf 1 
Umum 
 
Pasal 11 
 
Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. 
 
Paragraf 2 
Atribusi 
 
Pasal 12 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi 
apabila: 
 
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan/atau undang-undang; 
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
 
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 
Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang bersangkutan. 
 
(4) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
 
Paragraf 3 
Delegasi 
 
Pasal 13 
 
(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi 
apabila: 
 
a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan lainnya; 
b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau 
Peraturan Daerah; dan 
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 
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(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 
(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan lain dengan ketentuan: 
 
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; 
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan 
c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 
(satu) tingkat di bawahnya. 
 
(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat 
menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan 
ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik 
kembali Wewenang yang telah didelegasikan. 
 
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 
Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. 
 
Paragraf 4 
Mandat 
 
Pasal 14 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 
 
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 
 
(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
 
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 
berhalangan sementara; dan 
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 
berhalangan tetap. 
 
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus 
menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 
Mandat. 
 
(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat 
menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan 
ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang 
telah dimandatkan. 
 
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 
Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat 
strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 
kepegawaian, dan alokasi anggaran. 
 
(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 
Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. 
 
Bagian Kelima 
Pembatasan Kewenangan 
 
Pasal 15 
 
(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: 
 
a. masa atau tenggang waktu Wewenang; 
b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan 
c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang 
waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan 
mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
Bagian Keenam 
Sengketa Kewenangan 
 
Pasal 16 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa 
Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan. 
 
(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, 
kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan 
Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan 
kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak 
yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, 
dan/atau lingkungan hidup. 
 
(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di 
lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. 
 
(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 
 
(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset 
negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketujuh 
Larangan Penyalahgunaan Wewenang 
 
Pasal 17 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. 
 
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
 
a. larangan melampaui Wewenang; 
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau 
b. larangan bertindak sewenang-wenang. 
 
Pasal 18 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dilakukan: 
 
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; 
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau 
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan 
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila 
Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 
 
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau 
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. 
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(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dilakukan: 
 
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
 
 
Pasal 19 
 
(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan 
melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 
dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada 
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
 
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan 
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan 
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 20 
 
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah. 
 
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
 
a. tidak terdapat kesalahan; 
b. terdapat kesalahan administratif; atau 
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan 
negara. 
 
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak 
lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan 
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan 
negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan 
diterbitkannya hasil pengawasan. 
 
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan 
kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur 
penyalahgunaan Wewenang. 
 
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan 
kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan 
Wewenang. 
 
Pasal 21 
 
(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak 
ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang 
dalam Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. 
 
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 
(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja 
sejak permohonan banding diajukan. 
 
(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) bersifat final dan mengikat. 
 
BAB VI 
DISKRESI 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 22 
 
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 
 
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: 
 
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. mengisi kekosongan hukum; 
c. memberikan kepastian hukum; dan 
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan 
dan kepentingan umum. 
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Bagian Kedua 
Lingkup Diskresi 
 
Pasal 23 
 
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 
 
a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau 
Tindakan; 
b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur; 
b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 
c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi 
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 
 
Bagian Ketiga 
Persyaratan Diskresi 
 
Pasal 24 
 
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: 
 
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2); 
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. sesuai dengan AUPB; 
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; 
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 
f. dilakukan dengan iktikad baik. 
 
Pasal 25 
 
(1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib 
memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan 
Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta 
menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. 
 
(3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan 
darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib 
memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan 
melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. 
 
192 
 
 
 
(4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 
huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. 
 
(5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 
huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi 
bencana alam. 
 
Bagian Keempat 
Prosedur Penggunaan Diskresi 
 
Pasal 26 
 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak 
administrasi dan keuangan. 
 
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. 
 
(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan 
Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. 
 
(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan 
penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara 
tertulis. 
 
Pasal 27 
 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak 
administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. 
 
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat. 
 
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 
(lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi. 
 
Pasal 28 
 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang 
ditimbulkan. 
 
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan 
Diskresi. 
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi. 
 
Pasal 29 
 
Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 
27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada Warga 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g. 
 
Bagian Kelima 
Akibat Hukum Diskresi 
 
Pasal 30 
 
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila: 
 
a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. 
 
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tidak sah. 
 
Pasal 31 
 
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila: 
 
a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang 
diberikan; 
b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau 
c. bertentangan dengan AUPB. 
 
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibatalkan. 
 
Pasal 32 
 
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila 
dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. 
 
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tidak sah. 
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BAB VII 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 33 
 
(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
 
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir 
atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 
 
(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dilakukan oleh: 
 
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan 
dan/atau Tindakan; atau 
b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan 
dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif. 
 
Bagian Kedua 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
 
Pasal 34 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: 
 
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat 
penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau 
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang 
individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya. 
 
(2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan 
menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk 
Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai 
pelaksana harian atau pelaksana tugas. 
 
(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 
Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
Bantuan Kedinasan 
 
Pasal 35 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan 
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: 
 
a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; 
b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang 
dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 
c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk 
melaksanakannya sendiri; 
d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan 
publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat 
keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau 
e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, 
peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. 
 
(2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban 
yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi 
bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. 
 
Pasal 36 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan 
Kedinasan apabila: 
 
a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi 
bantuan; 
b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bersifat rahasia; atau 
c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian 
bantuan. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan 
Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. 
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(3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan. 
 
Pasal 37 
 
Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan 
dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan 
Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak. 
 
Bagian Keempat 
Keputusan Berbentuk Elektronis 
 
Pasal 38 
 
(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk 
Elektronis. 
 
(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila 
Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. 
 
(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan 
yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang 
bersangkutan. 
 
(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku 
adalah Keputusan dalam bentuk elektronis. 
 
(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan 
Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk 
tertulis. 
 
(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat 
dalam bentuk tertulis. 
 
Bagian Kelima 
Izin, Dispensasi, dan Konsesi 
 
Pasal 39 
 
(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, 
dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: 
 
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 
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b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan 
perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: 
 
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 
b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap 
suatu larangan atau perintah. 
 
(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: 
 
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; 
b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan/atau swasta; dan 
c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan 
perhatian khusus. 
 
(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan 
persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan 
lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. 
 
BAB VIII 
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Para Pihak 
 
Pasal 40 
 
Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: 
 
 
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan 
b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. 
 
Bagian Kedua 
Pemberian Kuasa 
 
Pasal 41 
 
(1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat 
memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam 
prosedur Administrasi Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang. 
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(2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa 
untuk satu prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa 
yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 
 
(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan 
surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. 
 
(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: 
 
a. judul surat kuasa; 
b. identitas pemberi kuasa; 
c. identitas penerima kuasa; 
d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas; 
e. maksud pemberian kuasa; 
f. tempat dan tanggal pemberian kuasa; 
g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan 
h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
(7) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara 
tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat 
Pemerintahan yang bersangkutan. 
 
(8) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b 
tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas 
namanya, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil 
dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur Administrasi 
Pemerintahan. 
 
Bagian Ketiga 
Konflik Kepentingan 
 
Pasal 42 
 
(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang 
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau 
dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
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a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah; 
b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya; 
c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan 
d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan. 
 
Pasal 43 
 
(1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila 
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan 
dilatarbelakangi: 
 
a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; 
b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; 
c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; 
d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang 
terlibat; 
e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang 
terlibat; dan/atau 
f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada 
atasannya. 
 
Pasal 44 
 
(1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya 
dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan 
melampirkan bukti-bukti terkait. 
 
(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, 
dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat 
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
(4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan 
Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan 
kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan 
Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja. 
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Pasal 45 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 
Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau 
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. 
 
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya 
Konflik Kepentingan dapat dibatalkan. 
 
Bagian Keempat 
Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan 
 
Pasal 46 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-
pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta 
yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 
Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. 
 
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. 
 
Pasal 47 
 
Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
Pasal 48 
 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila: 
 
a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan 
umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan; 
b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga 
Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau 
c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum. 
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Bagian Kelima 
Standar Operasional Prosedur 
 
Pasal 49 
 
(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan 
melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan 
Keputusan. 
 
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang 
dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada 
setiap unit kerja pemerintahan. 
 
(3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib 
diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui 
media cetak, media elektronik, dan media lainnya. 
 
Bagian Keenam 
Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan 
 
Pasal 50 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan 
Administrasi Pemerintahan dari pemohon. 
 
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, 
pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung 
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan 
dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan 
diterima. 
 
(4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan 
dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan 
ditolak. 
 
Bagian Ketujuh 
Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan 
 
Pasal 51 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen 
Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan 
informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
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(2) Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk 
kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. 
 
(3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban 
untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh. 
 
BAB IX 
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Syarat Sahnya Keputusan 
 
Pasal 52 
 
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: 
 
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 
b. dibuat sesuai prosedur; dan 
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 
 
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 
 
Pasal 53 
 
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan 
diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
 
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. 
 
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh 
putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. 
 
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk 
melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. 
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Pasal 54 
 
(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: 
 
a. konstitutif; atau 
b. deklaratif. 
 
(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat 
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. 
 
Pasal 55 
 
(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan 
filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. 
 
(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika 
Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci. 
 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam 
hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi. 
 
Pasal 56 
 
(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. 
 
(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat 
dibatalkan. 
 
Bagian Kedua 
Berlaku dan Mengikatnya Keputusan 
 
Paragraf 1 
Berlakunya Keputusan 
 
Pasal 57 
 
Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan 
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan. 
 
Pasal 58 
 
(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya 
Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan 
dan/atau dalam Keputusan itu sendiri. 
 
(3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari Minggu atau 
hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya. 
 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika kepada pihak 
yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat 
diundurkan. 
 
(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang 
lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. 
 
Pasal 59 
 
(1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat 
memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. 
 
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan 
berakhirnya: 
 
a. Keputusan dengan batas waktu; 
b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang; 
b. Keputusan dengan penarikan; 
c. Keputusan dengan tugas; dan/atau 
d. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi 
hukum. 
 
Paragraf 2 
Mengikatnya Keputusan 
 
Pasal 60 
 
(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya 
Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan. 
 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, 
daya mengikat Keputusan sejak diterimanya. 
 
(3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan 
penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan 
yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh 
pengirim. 
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Bagian Ketiga 
Penyampaian Keputusan 
 
Pasal 61 
 
(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. 
 
(2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. 
 
(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa 
secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan. 
 
Pasal 62 
 
(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. 
 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan 
kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. 
 
(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan. 
 
(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau 
media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
ditetapkan. 
 
(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus 
memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan. 
 
Bagian Keempat 
Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan 
 
Paragraf 1 
Perubahan 
 
Pasal 63 
 
(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: 
 
a. kesalahan konsideran; 
b. kesalahan redaksional; 
c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau 
d. fakta baru. 
 
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan 
objektif dan memperhatikan AUPB. 
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(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan 
berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut. 
 
(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk 
dalam Keputusan. 
 
Paragraf 2 
Pencabutan 
 
Pasal 64 
 
(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: 
 
a. wewenang; 
b. prosedur; dan/atau 
c. substansi. 
 
(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan 
mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. 
 
(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: 
 
a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; 
b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau 
b. atas perintah Pengadilan. 
 
(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
keputusan pencabutan. 
 
(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
keputusan pencabutan. 
 
Paragraf 3 
Penundaan 
 
Pasal 65 
 
(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali 
jika berpotensi menimbulkan: 
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a. kerugian negara; 
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 
c. konflik sosial. 
 
(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh: 
 
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau 
b. Atasan Pejabat. 
 
(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: 
 
a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau 
b. Putusan Pengadilan. 
 
Paragraf 4 
Pembatalan 
 
Pasal 66 
 
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: 
 
a. wewenang; 
b. prosedur; dan/atau 
c. substansi. 
 
(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan 
mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. 
 
(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh: 
 
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; 
b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau 
c. atas putusan Pengadilan. 
 
(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
Keputusan pembatalan. 
 
(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
keputusan pencabutan. 
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(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan 
melalui media massa. 
 
Pasal 67 
 
(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik 
kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari 
Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan. 
 
(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
menetapkan pembatalan Keputusan. 
 
Pasal 68 
 
(1) Keputusan berakhir apabila:  
 
a. habis masa berlakunya; 
b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; 
c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan 
Pengadilan; atau 
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
 
(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat 
Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan. 
 
(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti 
keputusan pembatalan. 
 
(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 69 
 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan 
Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang 
pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1). 
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Bagian Kelima 
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan 
 
Paragraf 1 
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah 
 
Pasal 70 
 
(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: 
 
a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; 
b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui 
kewenangannya; dan/atau 
c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-
wenang. 
 
(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi: 
 
a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan 
b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. 
 
(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara 
dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 
mengembalikan uang ke kas negara. 
 
 
Paragraf 2 
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan 
 
Pasal 71 
 
(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: 
 
a. terdapat kesalahan prosedur; atau 
b. terdapat kesalahan substansi. 
 
(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1): 
 
a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya 
pembatalan; dan 
b. berakhir setelah ada pembatalan. 
 
(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan 
Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau 
Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan. 
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(4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
kewajiban Pejabat Pemerintahan. 
 
(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan 
menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
 
Pasal 72 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau 
Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau 
dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang 
bersangkutan. 
 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat 
kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keenam 
Legalisasi Dokumen 
 
Pasal 73 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang 
untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan. 
 
(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan 
wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
pengabsahan oleh notaris. 
 
(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap 
keaslian isinya. 
 
(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat: 
 
a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan 
b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi 
atau secara notarial. 
 
(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat 
Pemerintahan tidak dipungut biaya. 
 
Pasal 74 
 
(1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. 
 
(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa 
daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
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(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi. 
 
BAB X 
UPAYA ADMINISTRATIF 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 75 
 
(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat 
mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan 
Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 
a. keberatan; dan 
b. banding. 
 
(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda 
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: 
 
a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan 
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. 
 
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya 
Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. 
 
(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. 
 
Pasal 76 
 
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas 
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan 
oleh Warga Masyarakat. 
 
(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. 
 
(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh 
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 
 
(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
(2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa 
disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. 
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Bagian Kedua 
Keberatan 
 
Pasal 77 
 
(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan. 
 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. 
 
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan 
keberatan. 
 
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja. 
 
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap 
dikabulkan. 
 
(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan 
Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan. 
 
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 
dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 
Bagian Ketiga 
Banding 
 
Pasal 78 
 
(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. 
 
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada 
Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. 
 
(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan 
permohonan banding. 
 
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja. 
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(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap 
dikabulkan. 
 
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 
dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 
BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 
Pasal 79 
 
(1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh 
Menteri dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
 
(2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
 
a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan; 
b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; 
c. mengembangkan konsep Administrasi Pemerintahan; 
d. memajukan tata pemerintahan yang baik; 
e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan; 
f. melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan 
administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan; dan 
g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan 
Keputusan dan/atau Tindakan. 
 
BAB XII 
SANKSI ADMINISTRATIF 
 
Pasal 80 
 
(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), 
Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 
ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 
ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), 
Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 
78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan. 
 
(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 
ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang. 
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(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. 
 
(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, 
perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi 
administratif berat. 
 
Pasal 81 
 
(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) 
berupa: 
 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. 
 
(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) 
berupa: 
 
a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; 
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau 
c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 
 
(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) 
berupa: 
 
a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya; 
b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya; 
c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau 
d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya serta dipublikasikan di media massa. 
 
(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 82 
 
(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: 
 
a. atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 
b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah; 
c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di 
lingkungannya; dan 
d. presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga. 
 
(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: 
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a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan 
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila 
Keputusan ditetapkan oleh gubernur. 
 
Pasal 83 
 
(1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan 
mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. 
 
(2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi 
administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses 
pemeriksaan internal. 
 
Pasal 84 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 85 
 
(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan 
pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-
Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan. 
 
(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan 
pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang 
ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. 
 
(3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
pengadilan umum yang memutus. 
 
Pasal 86 
 
Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, 
peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, 
hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau 
sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini. 
 
Pasal 87 
 
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai 
sebagai: 
 
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 
d. bersifat final dalam arti lebih luas; 
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. 
 
 
BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 88 
 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 89 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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